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MOTTO 
 
          
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”  
(QS. Al-Insyiroh: 6) 
 
…                …  
“…dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 
dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran…” 
(QS. Al-Maidah: 2) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 
Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman 
transliterasi tersebut adalah : 
 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berkut:   
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan  Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث s|a s| Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح h{a h{ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ z|al z| Zet (dengan titik di atas) 
ز Ra R Er 
ش Zai Z Zet 
ض Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص s}ad s} Es (dengan titik di bawah) 
 
 
ix 
 
ض d}ad d{ De (dengan titik di bawah) 
ط t}a t} Te (dengan titik di bawah) 
ظ z}a z} 
Zet (dengan titik di 
bawah) 
ع ‘ain …’… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
و Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ي Ha H Ha 
ء hamzah ...ꞌ… Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fathah A A 
 Kasrah I I 
 Dammah U U 
 
 
 
 
 
x 
 
Contoh: 
No 
Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. ةتك Kataba 
2. سكذ Zukira 
3. ةهري Yazhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ي...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و...أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لسح Haula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut : 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي...أ 
Fathah dan alif 
atau ya 
a> a dan garis di atas 
ي...أ Kasrah dan ya i> i dan garis di atas 
و...أ Dammah dan u> u dan garis di atas 
 
 
xi 
 
wau 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qa>la 
2. ميق Qi>la 
3. لىقي Yaqu>lu 
4. يمز Rama> 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinyaadalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh :  
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضوز Raud}ah al-atfa>l / raud}atul atfa>l 
2. ةحهط T{alhah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
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Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّىتز Rabbana 
2. لّصو Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang 
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. مجّسنا Ar-rajulu 
2. للاجنا Al-Jala>lu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
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No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. مكأ Akala 
2. نورخأت Taꞌkhuduna 
3. ؤىنا An-Nauꞌu 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 لىسزلاإ محمد ام و Wa ma> Muhaamdun illa> rasu>l 
 هيمناعنا بز للهدمحنا Al-hamdu lillahi rabbil ꞌa>lami>na 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi‟il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
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Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 هيقشاسناسيخ ىهن الله نإو 
Wa innalla>ha lahuwa khair ar-ra>ziqin 
/ Wa innalla>ha lahuwa khairur-ra>ziqi>n 
 ناصيمناو ميكنا اىفوأف 
Fa aufu> al-Kaila wa al-mi>za>na / Fa 
auful-kaila wal mi>za>na 
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ABSTRAK 
Elysa Munawaroh, NIM: 142131009, “PERSPEKTIF HUKUM 
PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN 
KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (Analisis Putusan 
No. 140/Pid. B/2016/PN. Klaten)”.Permasalahan yang diangkat sebagai fokus 
penelitian adalah analisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor: 
140/Pid.B/2016/PN. Klaten terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan 
yang mengakibatkan kematian menurut  hukum pidana Islam. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yaitu penelitian dengan 
mengumpulkan bahan-bahan penelitian dengan menelaah salinan putusan 
Pengadilan Negeri Klaten perkara Nomor: 140/Pid.B/2016/PN. Klaten. Sumber 
data dari penelitian ini data sekunder, bahan hukum primair yaitu salinan putusan 
Nomor: 140/Pid.B/2016/PN. Klaten. Bahan hukum sekunder yaitu data yang 
diperoleh atau berasal dari bahan kepustakaan seperti buku-buku, jurnal, hasil 
penelitian, internet. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk dan 
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan 
ensiklopedia. 
Kesimpulan yang dapat diambil adalah dasar pertimbangan hakim dalam 
memutus perkara Nomor: 140/Pid.B/2016/PN. Klaten tentang tindak pidana 
pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Hukuman yang 
dijatuhkan Majelis Hakim yaitu berdasarkan dakwaan primer dijerat pasal 365 
ayat (3) KUHP dengan pidana penjara 10 tahun. Sedangkan menurut hukum 
pidana Islam dalam perkara Nomor: 140/Pid.B/2016/PN. Klaten tentang tindak 
pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian tersebut sesuai 
dengan jari>mah h}ira>bah. Hukumannya adalah pengasingan atau penjara hal ini 
didasarkan pada pendapatnya Imam Malik dan Z}a>hiriyah yaitu hukumannya 
diserahkan kepada hakim. 
 
Kata Kunci: Hukum Pidana Islam, Pencurian Dengan Kekerasan, H}ira>bah. 
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ABSTRACT 
 
 
Elysa Munawaroh, NIM: 142131009, "ISLAMIC CRIMINAL LEGAL 
PERSPECTIVE OF THREAT CRIMINAL ACTION WITH VIOLENCE THAT 
INVITES DEATH (Decision Analysis No. 140 / Pid. B / 2016 / PN. Klaten). in 
deciding case number: 140 / Pid.B / 2016 / PN. Klaten against theft by violence 
which results in death according to Islamic criminal law.  
This type of research is library research, namely research by collecting 
research materials by reviewing the copy of the Klaten District Court verdict 
Number: 140 / Pid.B / 2016 / PN. Klaten. Sources of data from this study are 
secondary data, the primary law material is a copy of the decision Number: 140 / 
Pid.B / 2016 / PN. Klaten. Secondary legal material is data obtained or derived 
from library materials such as books, journals, research results, internet. Tertiary 
legal materials are materials that give instructions and explanations of primary 
and secondary legal materials, such as dictionaries and encyclopedias. 
Conclusions that can be taken are the basis of judges' consideration in 
deciding case No. 140 / Pid.B / 2016 / PN. Klaten about the crime of theft with 
violence which resulted in death. The sentence imposed by the Panel of Judges is 
based on the primary indictment charged under Article 365 paragraph (3) of the 
Criminal Code with a 10-year prison sentence. Whereas according to Islamic 
criminal law in case Number: 140 / Pid.B / 2016 / PN. Klaten about the crime of 
theft with violence which resulted in death according to the jari>mah h}ira>bah. The 
sentence is exile or imprisonment, this is based on the opinion of Imam Malik and 
Z}a>hiriyah that the sentence is handed over to the judge. 
 
Keywords: Islamic Criminal Law, Theft With Violence, H}ira>bah 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Seiring dengan perkembangan teknologi serta perubahan zaman yang 
semakin maju dan kebutuhan manusia yang semakin meningkat, 
kejahatanpun juga semakin berkembang. Dengan bertambahnya angka 
kejahatan dan bertambahnya macam-macam jenis kejahatan. Untuk 
mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur maka masalah kejahatan 
perlu mendapat perhatian yang serius dari semua pihak. Maka dibutuhkan 
kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat sehingga kejahatan 
yang tidak dapat dihilangkan tersebut dapat dikurangi intensitasnya 
semaksimal mungkin. 
Salah satu jenis kejahatan yang menonjol adalah kejahatan terhadap 
harta benda yaitu pencurian. Bahkan kejahatan terhadap harta tersebut 
seringkali dilakukan dengan kekerasan. Di dalam ketentuaan pasal 362 
KUHP yang disebut pencurian itu ialah barangsiapa mengambil suatu barang 
yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk 
dimiliki secara melawan hukum diancam dengan pidana penjara paling lama 
lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.
1
 
Kejahatan pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP, 
sebagaimana berbunyi di bawah ini : 
                                                             
1 Pipin Syarifin, Hukum Pidana di Indonesia, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 97. 
 
 
 
(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun 
pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan 
atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk 
mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal 
tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau 
peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.  
(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:  
1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah 
rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan 
umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan; 
2. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan 
bersekutu; 
3. jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau 
memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu 
atau pakaian jabatan palsu; 
4. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat; 
(3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan 
pidana penjara paling lama lima belas tahun.  
(4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau 
selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan 
mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua 
orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal 
yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.
2
 
 
Pencurian dengan kekerasan merupakan kejahatan terhadap harta 
benda. Kekerasan yang dilakukan dalam pencurian tersebut mempunyai 
tujuan untuk menyiapkan atau mempermudah pencurian atau jika tertangkap 
ada kesempatan bagi si pelaku untuk melarikan diri supaya barang yang 
dicuri tersebut tetap berada di tangan pelaku.
3
 
Penulis akan menguraikan kronologi dalam kasus pencurian dengan 
kekerasan yang mengakibatkan kematian perkara nomor 140/ Pid. B/ 2016/ 
PN. Kln. Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Senin tanggal 18 April 
2016 pukul 18.00 WIB berada di Dk. Tegalrejo, Ds. Karangpakel, Kec. 
                                                             
2 Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm.141-142. 
3 Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, 
(Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 132. 
 
 
 
Trucuk, Kab. Klaten, Terdakwa yang bernama DS. Pada hari itu terdakwa 
sedang berada di tempat kakak terdakwa PR, setelah beberapa hari di rumah 
kakak terdakwa minta ijin pamit untuk pulang ke Pekalongan. Terdakwa 
pulang dengan naik bus dan dia menuju ke terminal bus Klaten, lalu terdakwa 
bingung karena untuk biaya transportasi pulang ke Pekalongan tidak cukup. 
Karena biaya transportasi tidak mencukupi lalu timbul niat terdakwa untuk 
mencuri dirumah saksi LG yang berada tidak jauh dari rumah kakak 
terdakwa, yang mana rumah tersebut ada toko kelontong kemungkinan ada 
banyak uang di tempat tersebut. Kemudian terdakwa mencari waktu yang 
tepat untuk merecanakan terlebih dahulu. Pada hari Kamis tanggal 21 April 
2016 pukul 15.00 WIB terdakwa berangkat jalan kaki dari terminal menuju 
rumah saksi LG. Sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa sampai di dekat rumah 
saksi LG dan bersembunyi di kebun jagung yang berada di depan rumahnya. 
Sambil mantau rumah saksi LG tersebut semalaman terdakwa menunggu 
waktu untuk melakukan aksinya. 
Keesokan harinya pada hari jumat tanggal 22 April 2016 pukul 06.30 
WIB terdakwa melihat anak saksi LG sudah berangkat sekolah dan pukul 
08.30 WIB saksi LG berangkat ke pasar sedangkan korban EM sedang 
mencuci baju di belakang. Setelah melihat situasi sepi lalu terdakwa masuk 
ke dalam rumah tersebut melalui pintu depan dan terdakwa langsung menuju 
kamar anak korban lalu membuka almari melihat ada uang sebesar Rp. 
4.000.000,- kemudian uang tersebut terdakwa kantongi. Selanjutnya terdakwa 
menuju kamar korban melihat tas kresek di gantung di samping kamar korban 
 
 
 
ada uang Rp. 300.000,- kemudian terdakwa kantongi. Selanjutnya terdakwa 
menuju ke toko dan melihat di laci toko ada satu batang hp merk nokia dan 
uang sebesar Rp. 1.000.000,- kemudian uang dan hp tersebut terdakwa ambil 
dan dimasukkan di saku. Selanjutya terdakwa ingat tas terdakwa yang 
berisikan baju ketinggalan di kamar anak korban kemundian terdakwa 
menuju kamar anak korban. Setelah mengambilnya terdakwa keluar dari 
kamar tiba-tiba korban EM melihat terdakwa lalu secara spontan terdakwa 
membungkam mulut EM sampai berteriak meminta tolong. Kemudian 
terdakwa memukul korban dengan keras menggunakan tangan kanan dengan 
cara mengenggam mengenai kepala bagian belakang seanyak 3 kali. Pada saat 
memukul terdakwa menggunakan mata akik dan tangan kiri terdakwa masih 
membungkam mulut EM. EM berusaha untuk melawan dengan cara 
menggigit tangan terdakwa selanjutnya terdakwa mendorong EM hingga 
terjatuh bagian mata EM terbentur lantai. Saat korban terjatuh masih sempat 
teriak minta tolong lalu terdakwa panik langsung mencekik korban EM 
hingga korban susah nafas dan terdakwa terus mencekik hingga korban 
kejang-kejang. Kemudian korban diseret masuk ke kamar lalu terdakwa 
mengambil helm dan juga kunci motor yang ada diruang tamu dan di bawa 
kabur menuju cawas dan langsung menuju pekalongan.
4
 
Dalam kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan di atas, pelaku 
tidak hanya mengambil harta atau barang yang diinginkan tetapi juga 
melakukan kekerasan terhadap korban akibatnya korban meninggal dunia. 
                                                             
4 Salinan Putusan Pengadilan Negeri Klaten, No 140/ Pid. B/ 2016/ PN. Kln, hlm. 4-5. 
 
 
 
Sehingga berakibat pada konsekuensi hukuman atau sanksi yang dapat 
dikenakan pada pelaku.  
Adapun hukum pidana Islam istilah tindak pidana pencurian adalah 
mengambil harta milik orang lain secara diam-diam, sedangkan tindak pidana 
pencurian dengan kekerasan (h}ira>bah) adalah mengambil harta milik orang 
lain secara terang-terangan disertai kekerasan.
5
 Hanya saja dalam pencurian 
ini juga terdapat unsur diam-diam atau sembunyi-sembunyi. Jari>mah h}ira>bah 
diistilahkan dengan pencurian berat (sari>qah kubra). Adapun pengertian 
pencurian berat adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara 
kekerasan.
6
 
Pencurian dengan kekerasan (h}ira>bah), Menurut Zainuddin Ali, di 
dalam buku yang berjudul Hukum pidana Islam, h}ira>bah adalah tindak 
kejahatan yang dilakukan oleh satu kelompok atau seorang bersenjata yang 
mungkin akan menyerang orang di tempat manapun dan mereka merampas 
harta korbannya dan apabila korbannya berusaha lari dan mencari atau 
meminta pertolongan maka mereka akan menggunakan kekerasan.
7
 Bahwa 
sanksi yang ditetapkan bagi perampok (h}ira>bah) ada empat macam, yaitu 
dihukum mati, disalib, dipotong tangan dan kakinya secara bersilang serta 
diasingkan.
8
 
Sanksi jari>mah h}ira>bah dijelaskan dalam al-Quran: 
                                                             
5 H.A. Djazuli, Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam), (Jakarta: PT. 
Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 71.  
6 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 82. 
7 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Sinar Grafika: Jakarta, 2009), hlm. 87 
8 Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 135. 
 
 
 
                         
                              
                           
      
Artinya: 
Sesungguhnya hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-
Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, mereka dibunuh atau disalib 
atau dipotong tangandan kakinya secara bersilang atau di buang dari negeri 
tempat mereka tinggal. Yang demikian itu sebagai penghinaan bagi mereka 
di dunia dan akhirat mereka mendapat siksaan yang besar. (Q.S. Al-Maidah: 
33). 
 
Pelaku pelanggaran jari>mah h}ira>bah dalam hukum pidana Islam sangat 
berat sanksinya, karena jari>mah h}ira>bah termasuk dalam jari>mah h}udu>d yaitu 
semua jenis tindak pidana yang telah ditetapkan jenis, bentuk dan sanksinya 
oleh Allah SWT dalam al-qur‟an dan oleh Nabi SAW dalam hadis.9  
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis 
tertarik untuk menganalisis menurut hukum pidana Islam atas pertimbangan 
hakim dalam perkara pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan 
kematian. Sehingga penulis memilih judul “Perspektif Hukum Pidana Islam 
Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan 
Kematian (Anilisis Putusan No. 140/ Pid. B/ 2016/ PN. Klaten)”. 
 
 
                                                             
9 Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Amzah, 2016). hlm. 79. 
 
 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, yang menjadi 
masalah dalam penelitian ini adalah: 
1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim terhadap putusan 
Pengadilan Negeri Klaten No. 140/ Pid. B/ 2016/ PN. Kln tentang tindak 
pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian? 
2. Bagaimana perspektif hukum pidana Islam terhadap putusan No. 140/ 
Pid. B/ 2016/ PN. Kln tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan 
yang mengakibatkan kematian? 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 
yaitu: 
1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim terhadap putusan 
Pengadilan Negeri Klaten No. 140/ Pid. B/ 2016/ PN. Kln tentang tindak 
pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian 
2. Untuk mengetahui perspektif hukum pidana Islam terhadap putusan No. 
140/ Pid. B/ 2016/ PN. Kln tentang tindak pidana pencurian dengan 
kekerasan yang mengakibatkan kematian. 
D. Manfaat Penelitian 
1. Secara Teoritis  
 Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih 
pemikiran dalam membangun penegakan hukum di Indonesia terutama 
 
 
 
masalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan 
kematian. 
2. Secara Praktis 
 Diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak yang berwenang 
dalam memberikan sanksi hukum serta dalam upaya menyelesaikan 
permasalahan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang 
mengakibatkan kematian. 
E. Kerangka Teori 
1. Hukum Pidana Islam (Jina>yah) 
Jina>yah diartikan sebagai perbuatan dosa atau perbuatan salah. Kata 
jina>yah dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak 
pidana. Secara terminologi kata jina>yah yang di definisikan oleh Abd al-
Qadir Awdah sebagai berikut:
10
 
 َغ َْوا ٍلاَم َْوا ٍسْف َن ىَلَع ُلْعِفْلا ََعقَو ٌءاَوَس اًعْرَش ٌمَّرَُمُ ٌلْعِف َيِهَو ٌَةياَنِج َكِلاَذ ِْيْ  
Artinya: 
Perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik perbuatan itu mengenai jiwa 
harta benda atau lainnya. 
 
Jina>yah merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh syara‟ karena 
dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan dan akal.
11
 
Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung 
kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. 
Syariat Islam dimaksud, secara meteriil mengandung kewajiban asasi 
                                                             
10 Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Teras, 2009), 
hlm. 1. 
11 Ibid., hlm. 2. 
 
 
 
bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi 
syariat yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik 
yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap 
orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah. 
Perintah Allah dimaksud, harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya 
dan orang lain.
12
 
Istilah lain yang sepadan dengan istilah jina>yah adalah jari>mah.13 
Jari>mah (tindak pidana) di definisikan oleh Imam al-Mawardi sebagai 
berikut: 
 ٍر ِْيزْع َت َْوا ٍّدَِبِ اَه ْ نَع َلَاَع َت ُّللّاَرَجَز ٌةَّيِعْرَش ٌتَارْوُظَْمُ 
Artinya: 
Segala larangan syara’ (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau 
meninggalkan hal-hal yang dijawibkan) yang diancam dengan hukum 
had atau ta’zir.14 
 
Jari>mah itu dapat dibagi menjadi beberapa macam dan jenis sesuai 
dengan aspek yang ditonjolkan. Pada umumnya, para ulama membagi 
jari>mah berdasarkan aspek berat dan ringannya hukuman serta 
ditegaskan atau tidaknya oleh al-Quran atau al-Hadis. Atas dasar ini 
jari>mah di bagi menjadi tiga macam, yaitu:15 
 
 
                                                             
12 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 1. 
13 H.A. Djazuli, Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam), 
(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 1. 
14 Ibid., hlm. 11. 
15 Ibid., hlm. 12. 
 
 
 
a. Jari>mah H}udu>d 
Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa h}udu>d secara bahasa 
berarti pencegahan. Sanksi-sanksi kemaksiatan disebut dengan 
h}udu>d, karena pada umumnya dapat mencegah pelaku dari tindakan 
mengulangi pelanggaran. Secara umum arti kata h}udu>d 
menunjukkan larangan sebagaimana firman Allah berikut. 
...           .......     
Artinya: 
Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. (QS. 
Al-Baqarah : 187) 
 
Selanjutnya ia mengemukakan bahwa h}udu>d secara 
terminologis adalah sanksi yang telah ditetapkan untuk 
melaksanakan hak Allah.
16
 
Macam-macam h}udu>d kalau ditinjau dari segi dominasi hak 
yang terdapat pada pensyariatan hukuman, h}udu>d terbagi menjadi 
dua kategori yaitu h}udu>d yang masuk ke dalam wilayah hak Allah 
dan hak manusia.
17
 
Ada perbedaan mendasar antara hak Allah dan hak manusia. 
Hak Allah adalah hak masyarakat luas yang dampaknya dapat 
dirasakan oleh banyak orang, sedangkan hak manusia adalah hak 
yang terkait dengan manusia sebagai individu, bukan sebagai warga 
masyarakat. Oleh sebab itu, hak Allah disebut juga haqq al-’iba>d 
                                                             
16 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, (Depok: Keira Publishing, 2015), Cet I, Jilid 4, hlm. 1. 
17 Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 16. 
 
 
 
(hak masyarakat luas), bukan sekadar haqq al-fard (hak individu). 
H}udu>d meliputi tujuh macam tindak pidana diantaranya jari>mah 
perzinaan, jari>mah penuduh zina, jari>mah minuman keras, jari>mah 
pemberontakan, jari>mah murtad, jari>mah pencurian, jari>mah 
perampokan.
18
 
b. Jari>mah Qis}a>s} Diyat  
Jari>mah qis}a>s} diyat adalah suatu kejahatan terhadap jiwa 
(menghilangkan nyawa) dan anggota badan (pelukaan) yang 
diancam dengan hukuman qis}a>s (serupa=semisal) atau hukum diyat 
(ganti rugi dari si pelaku atau ahlinya kepada di korban atau 
walinya. Dalam hukum pidana Islam, yang termasuk dalam jari>mah 
qis}a>s-diyat ini adalah pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan 
semi sengaja, menyebabkan matinya orang karena kealpaan atau 
kesalahan, penganiayaan dengan sengaja dan menyebabkan orang 
luka karena kealpaan atau kesalahan.
19
 
c. Jari>mah Ta’zi>r  
Jari>mah ta’zi>r adalah suatu istilah untuk hukuman atas jari>mah-
jari>mah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara‟. Di 
kalangan fuqaha, jari>mah-jari>mah yang hukumannya belum 
ditetapkan oleh syara‟ dinamakan dengan jari>mah ta’zi>r. Jadi, istilah 
                                                             
18 Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 49. 
19 Makhrus Munajat, Fikih Jinayah, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2010), hlm. 
135. 
 
 
 
ta’zi>r bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk jari>mah 
(tindak pidana).
20
 
2. Tindak Pidana Pencurian  
Pengertian umum mengenai pencurian adalah mengambil barang 
orang lain. Mencuri berarti mengambil milik orang lain secara tidak sah 
atau melawan hukum. Orang yang mencuri barang yang merupakan milik 
orang lain disebut pencuri. Sedangkan pencurian sendiri berarti 
perbuatan atau perkara yang berkaitan dengan mencuri.  
Menurut Pasal 362 KUHP pencurian adalah “Barang siapa 
mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik 
orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum 
diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 
lima tahun atau pidana denda paling banyak enam puluh 
rupiah”.21 
 
Adapun dalam hukum pidana Islam, pencurian (sari>qah) di 
definisikan sebagai perbuatan mengambil harta orang lain secara diam-
diam dengan maksud untuk memiliki serta tidak adanya paksaan.
22
 
Dalam hal sanksi hukum bagi pelaku jari>mah pencurian ulama 
sepakat bahwa pencurian termasuk salah satu dari tujuh jenis jari>mah 
h}udu>d karena secara tegas dinyatakan oleh Allah SWT sebagaimana 
berikut:
23
 
                                                             
20 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 
249. 
21 Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm.140. 
22 Makhrus Munajat, Fikih Jinayah…, hlm. 117. 
23 Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 80. 
 
 
 
                          
                 
Artinya: 
Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah 
tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan 
dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha 
Bijaksana.(QS. Al Maidah: 38) 
 
 
3. Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan 
Tindak pidana pencurian dengan kekerasan itu oleh pembentuk 
undang-undang telah diatur dalam Pasal 365 KUHP, yang rumusannya 
sebagai berikut: 
(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun 
pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan 
kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan 
maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian 
atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan 
melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap 
menguasai barang yang dicuri.  
(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:  
1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah 
rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan 
umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang 
berjalan; 
2. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan 
bersekutu; 
3. jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak 
atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, 
perintah palsu atau pakaian jabatan palsu; 
4. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat; 
(3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan 
pidana penjara paling lama lima belas tahun.  
(4) Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau 
selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika 
perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan 
dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai 
 
 
 
pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No. 1 dan 3.
24
 
 
Pencurian dengan kekerasan dalam pasal ini bukan pencurian biasa 
yang dicantumkan dalam pasal 362 KUHP, tetapi pencurian dengan 
ancaman hukumannya diperberat dan hal ini termasuk delik yang 
dikualifikasikan, sebagaimana ditentukan syarat-syaratnya oleh bagian 
ke-1 sampai ke-4 pasal 365 KUHP.
25
 
Pengertian kekerasan menurut H.A.K. Moch. Anwar adalah 
perbuatan yang mengakibatkan orang pingsan atau tidak sadarkan diri 
dan perbuatan yang menimbulkan orang yang tidak berdaya lagi 
termasuk perbuatan kekerasan.
26
 
Tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau lazimnya dikenal di 
masyarakat dengan istilah perampokan. Sebenarnya istilah antara 
pencurian dengan kekerasan dan perampokan dari segi redaksional kedua 
istilah tersebut berbeda namun mempunyai makna yang sama, misalnya 
kalau disebutkan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 
sama halnya dengan merampok. 
Merampok juga adalah perbuatan jahat, oleh karena itu walaupun 
tidak dikenal dalam KUHP namun perumusannya sebagai perbuatan 
pidana jelas telah diatur sehingga patut dihukum seperti halnya pencurian 
dengan kekerasan. 
                                                             
24 Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP…, hlm.141-142. 
25 Pipin Syarifin, Hukum Pidana di Indonesia, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 
100. 
26 Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Cepat dan Mudah …, hlm. 132. 
 
 
 
Dengan demikian maka yang diatur dalam Pasal 365 KUHP 
sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang 
terdiri atas kejahatan pencurian dan kejahatan pemakaian kekerasan 
terhadap orang, ataupun bukan merupakan suatu samenloop dari 
kejahatan pencurian dengan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap 
orang. 
Pencurian dengan kekerasan bukanlah merupakan gabungan dalam 
artian gabungan antara tindak pidana pencurian dengan tindak pidana 
kekerasan maupun ancaman kekerasan, kekerasan dalam hal ini 
merupakan keadaan yang berkualifikasi, maksudnya adalah kekerasan 
adalah suatu keadaan yang mengubah kualifikasi pencurian biasa 
menjadi pencurian dengan kekerasan. 
Di dalam hukum pidana Islam pencurian dengan kekerasan disebut 
juga dengan hira>bah. Secara etimologis perampokan (hira>bah) berarti 
memerangi, atau dalam kalimat ha>raballa>h berarti seseorang bermaksiat 
kepada Allah. Adapun secara terminologis perampokan (hira>bah) yang 
juga disebut dengan qut}t}a>’u al-t}ari>q (para pemutus jalan/pembegal) 
adalah penyerangan dengan senjata lalu merampas harta korban secara 
terang-terangan.
27
 
Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa 
perampokan adalah tindak kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau 
sekelompok orang kepada pihak lain, baik dilakukan di dalam maupun di 
                                                             
27 Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 88. 
 
 
 
luar rumah, dengan tujuan menguasai harta korban, membunuh korban, 
atau sekedar meneror korban. 
Mengenai hukuman tindak pidana h}ira>bah sudah dijelaskan oleh 
syara‟ dan terdapat dalam surat al-Maidah ayat 33. 
                      
                              
                        
            
Artinya: 
Sesungguhnya hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan 
Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, mereka dibunuh atau 
disalib atau dipotong tangandan kakinya secara bersilang atau di buang 
dari negeri tempat mereka tinggal. Yang demikian itu sebagai 
penghinaan bagi mereka di dunia dan akhirat mereka mendapat siksaan 
yang besar. Kecuali orang-oramg yang bertaubat sebelum kamu dapat 
menguasai mereka, maka ketahuilah bahwa Allah maha pengampun, 
maha penyayang. (Q.S. Al-Maidah: 33). 
 
Bentuk-bentuk jari>mah h}ira>bah itu ada empat macam, yaitu :28 
a. Menakut-nakuti orang yang lewat, tanpa membunuh dan mengambil 
harta; 
b. Mengambil harta tanpa membunuh; 
c. Membunuh tanpa mengambil harta; 
d. Mengambil harta dan membunuh orangnya. 
F. Tinjauan Pustaka 
                                                             
28 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam…, hlm. 99. 
 
 
 
 
Tinjauan pustaka merupakan penelusuran peneliti terhadap berbagai 
literatur hasil penelitian sebelumnya yang relevan atau memiliki keterkaitan 
dengan fokus permasalahan yang diteliti. Setelah peneliti telusuri diantara 
skripsi yang membahas mengenai pencurian dengan kekerasan yang 
mengakibatkan kematian diantaranya:  
Pertama, Skripsi Fahril Fuad Akkas, “Tindak Pidana Pencurian 
Dengan Kekerasan Yang Menyebabkan Kematian (Analisis Putusan No 
132/Pid.B/2013/PN Skg)”. Mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar, 
Program Studi Hukum Pidana. Dalam skripsi ini membahas tentang 
penerapan hukum pidana materiil dalam putusan nomor 132/Pid.B/2013/PN 
Skg dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan 
nomor 132/Pid.B/2013/PN Skg tentang tindak pidana pencurian dengan 
kekerasan yang menyebabkan kematian. Berdasarkan hasil kesimpulannya 
bahwasannya penerapan hukum materiil terhadap pelaku tersebut pada 
dasarnya sudah tepat menurut hukum, dalam putusan terdakwa di dakwa oleh 
penuntut umum dengan dakwaan subsidair alternatif, salah satunya adalah 
pasal 365 ayat (4) KUHP dan dijatuhi hukuman 8 tahun penjara. 
Pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pada 
dasarnya sudah tepat dalam pertimbangan yuridisnya namum pertimbangan 
yuridis tersebut tidak dilengkapi dengan pertimbangan non yuridis.
29
 
Perbedaan dengan penelitian penulis bahwa pada skripsi yang ditulis di atas 
                                                             
29 Fahril Fuad Akkas, "Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang 
Menyebabkan Kematian (Analisis Putusan No 132/Pid.B/2013/PN Skg)", Skripsi, tidak 
diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2014. 
 
 
 
adalah hanya mengkritisi atau menganalisis isi putusan secara hukum positif 
saja sementara dalam penelitian penulis adalah meneliti putusan yang ada di 
Pengadilan Negeri Klaten dengan nomor putusan 140/Pid.B/2016/PN. Kln 
yang menganalisis dengan hukum pidana Islam. 
Kedua, Skripsi Subairi Chasen, “Tinjauan Fikih Jinayah Terhadap 
Putusan Nomor: 212/Pid.B/2013/PN.Bkl Tentang Perbarengan Tindak 
Pidana Antara Pembunuhan Berencana Dan Pencurian Dengan Kekerasan 
Di Pengadilan Negeri Bangkalan. Mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya, 
Program Studi Siyasah Jinayah. Dimana penulis meneliti masalah atas 
perkara nomor 212/Pid.B/2013/PN.Bkl bahwa pertimbangan majelis hakim 
dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa Mujib mempertimbangkan 
unsur-unsur dalam pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 dan pasal 365 
ayat (2) ke 2 KUHP telah terpenuhi secara keseluruhan sehingga hakim 
menjatuhkan vonis pidana penjara selama 20 tahun. Sedangkan menurut 
pandangan fiqh jina>yah terhadap kasus tersebut adalah pembunuhan 
berencana dan pencurian dengan kekerasan seharusnya mendapat hukuman 
mati atau qis}a>s} hal ini di dasarkan pada kaidah fiqh jina>yah dikenal dengan 
ta’addud al-jara>’im atau gabungan hukuman, yaitu teori penyerapan (al-
jabb).30 Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah 
menganalisis putusan Pengadilan Negeri Klaten nomor 140/Pid.B/2016/PN. 
                                                             
30 Subairi Chasen, “Tinjauan Fikih Jinayah Terhadap Putusan Nomor: 
212/Pid.B/2013/PN.Bkl Tentang Perbarengan Tindak Pidana Antara Pembunuhan Berencana 
Dan Pencurian Dengan Kekerasan Di Pengadilan Negeri Bangkalan”, Skripsi, tidak 
diterbitkan, Fakultas Syariah, IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014. 
 
 
 
Kln yang berfokus pada pandangan hukum pidana Islam terhadap ancaman 
pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. 
Ketiga, Samsudin (2014) yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam 
Terhadap Ancaman Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Pasal 365 
Ayat (4) KUHP (Studi Analisis Hukum Responsif Dan Progresif)”. 
Mahasiswa UIN Walisongo Semarang, Program Studi Siyasah Jinayah. 
Rumusan masalah yang diambil adalah menformulasikan pasal 365 ayat (4) 
KUHP dalam rangka pembaharuan hukum pidana sebagai hukum responsif 
dan progresif dan pandangan hukum pidana Islam terhadap ancaman pidana 
pencurian dengan kekerasan dalam pasal 365 ayat (4) KUHP. Dapat 
disimpulkan bahwa menformulasikan pasal 365 ayat (4) KUHP dalam rangka 
pembaharuan hukum pidana sebagai hukum responsif dan progresif 
merupakan keniscayaan, kebijakan hukum yang perlu diambil adalah 
melegitimasi norma-norma hukum sebagaimana yang dijelaskan dalam al-
Quran dengan memasukkan ke dalam KUHP. Dalam pandangan hukum 
pidana Islam perampokan dapat dijatuhi hukuman bersifat alternatif dari salah 
satu keempat macam hukuman. Perbedaan keempat macam hukuman 
merupakan perbedaan kualitas bukan kuantitas. Sedangkan dalam hukum 
pidana positif perampokan dijatuhi hukuman tidak bersifat alternatif 
melainkan dipilih pidana yang ancaman hukumannya paling berat.
31
 
Perbedaan dengan penelitian penulis teliti adalah bahwa penulis menganalisis 
                                                             
31 Samsudin, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Ancaman Pidana Pencurian 
Dengan Kekerasan Dalam Pasal 365 Ayat (4) KUHP (Studi Analisis Hukum Responsif Dan 
Progresif)”, Skripsi, tidak diterbitkan, Fakultas Syari‟ah, UIN Walisongo, Semarang, 2014.  
 
 
 
putusan Pengadilan Negeri Klaten yang terfokus pada penerapan hukum 
terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang 
menyebabkan kematian menurut hukum pidana Islam. 
 
 
G. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan jenis penelitian 
yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research),
32
 yaitu 
penelitian dengan mengumpulkan bahan-bahan penelitian dengan 
membaca berkas-berkas putusan Pengadilan Negeri Klaten dengan 
Nomor 140/ Pid. B/ 2016/ PN. Kln, dakwaan jaksa dan juga buku-buku 
yang berhubungan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan 
yang mengakibatkan kematian.  
2. Sumber Data  
Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
sumber data sekunder, diantaranya:  
a. Bahan Hukum Primer  
Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat 
yang terdiri atas terdiri atas peraturan perundang-undangan dan 
putusan hakim, yaitu :
33
  
1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 
                                                             
32 M. Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Gahlia Indonesia, 1998), hlm. 111. 
33 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 23. 
 
 
 
2) Putusan hakim tentang tindak pidana pencurian dengan 
kekerasan Nomor. 140/ Pid. B/ 2016/ PN. Klaten. 
b. Bahan Hukum Sekunder 
Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi 
penjelasan terhadap bahan hukum primer, hal ini bisa berupa buku-
buku, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari pakar hukum,  jurnal 
ilmu hukum.
34
 
c. Bahan Hukum Tersier  
Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk dan 
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti 
kamus dan ensiklopedia.
35
 
3. Teknik Pengumpulan Data  
Pengumpulan data yang digunakan penulis adalah:  
a. Dokumentasi 
Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teknik 
pengumpulan data dengan metode studi dokumentasi. Menurut M. 
Nazir dalam bukunya yang berjudul “Metode Penelitian” 
mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan studi kepustakaan 
adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi 
penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, 
dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang 
                                                             
34 Zainuddin Ali, Metode Penelitian…, hlm. 23. 
35 Ibid., hlm. 24. 
 
 
 
dipecahkan.
36
 
Teknik ini memungkinkan penulis untuk mendapatkan 
informasi atau data penelitian dengan melihat berkas perkara yang 
berupa putusan perkara tentang tindak pidana pencurian dengan 
kekerasan yang mengakibatkan kematian di Pengadilan Negeri 
Klaten dengan Nomor 140/ Pid. B/ 2016/ PN. Kln dan juga tulisan 
yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan 
yang mengakibatkan kematian untuk mempertajam analisis terhadap 
putusan pengadilan tersebut. 
4. Teknik Analisis Data  
Analisis data adalah sebagai tindak lanjut dari proses pengolahan 
data, dimana analisis data adalah proses mengatur aturan data, 
mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian 
dasar yang digunakan secara sistematis untuk mendeskripsikan segala hal 
yang berkaitan dengan pokok masalah, selanjutnya dari data yang 
terkumpul diproses dan disusun dengan memberikan penjelasan atas data 
yang diperoleh kemudian dianalisis.
37
 
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian adalah analisis 
data kualitatif dan diuraikan secara deskriptif, dengan menggunakan 
kerangka berfikir yaitu dengan pendekatan tinjauan yuridis metode 
menganalisis data yang bersifat umum untuk kemudian diambil 
                                                             
36 M. Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 27. 
37 Nadar Namawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta : UGM Press, 1995), 
hlm. 63. 
 
 
 
kesimpulan yang khusus. 
 
H. Sistematika Penulisan 
Untuk dapat memberikan gambaran secara jelas dan memudahkan 
pembaca dalam memahami skripsi ini, maka penulis memberikan penjelasan 
secara garis besarnya. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah 
sebagai berikut: 
Bab Pertama pendahuluan, bab ini memberikan gambaran secara 
umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam 
penulisan skripsi meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 
manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan 
sistematika penulisan. 
Bab Kedua merupakan serangkaian yang memuat teori-teori yang 
merupakan tinjauan umum tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan 
yang bersumber dari hukum pidana positif dan hukum pidana Islam, yang 
meliputi pengertian dari tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, macam-
macam tindak pidana, pengertian pencurian dengan kekerasan, dasar hukum 
pencurian dengan kekerasan, sanksi hukuman pencurian dengan kekerasan.  
Bab Ketiga, bab ini mengemukakan data penelitian yang meliputi, 
gambaran umum Pengadilan Negeri Klaten diantaranya letak geografis, 
sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi dan putusan terhadap 
kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan 
kematian. 
 
 
 
Bab Keempat, bab ini merupakan analisis terhadap permasalahan 
skripsi, yang mencakup analisis pertimbangan hakim dalam putusan No. 140/ 
Pid. B/ 2016/ PN. Kln dan perspektif hukum pidana Islam terhadap putusan 
No. 140/ Pid. B/ 2016/ PN. Kln tentang tindak pidana pencurian dengan 
kekerasan yang mengakibatkan kematian.  
Bab Kelima merupakan penutup, merupakan bagian terakhir yang 
berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab 
sebelumnya dan juga berisikan saran-saran dari permasalahan tersebut.  
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BAB II 
TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN 
DENGAN KEKERASAN MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF 
DAN HUKUM PIDANA ISLAM 
 
A. Tinjauan Menurut Hukum Pidana Positif 
1. Tindak Pidana 
a. Pengertian Tindak Pidana 
Tindak pidana atau dalam bahasa Belanda strafbaar feit, yang 
sebenarnya merupakan istilah resmi dalam Stafwetboek atau Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di 
Indonesia.
1
 
Menurut Simons dalam rumusannya straafbaarfeit itu adalah 
“Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja 
ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat 
dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang 
telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum”.2  
Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik.
3
 Kata 
“delik” berasal dari bahasa Latin, yakni delictum. Dalam bahasa 
Jerman disebut delict, dalam bahasa Prancis disebut delit, dan dalam 
                                                             
1 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, (Bandung: PT. Refika 
Aditama, 2008), hlm. 59. 
2 Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 5. 
3 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 47. 
 
 
 
bahasa Belanda disebut delict.
4
 Dalam Kamus Besar Bahasa 
Indonesia delik diartikan dengan perbuatan yang dapat dikenakan 
hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang 
tindak pidana.  
Menurut Teguh Prasetyo, delik adalah perbuatan yang 
melanggar hukum dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang 
mampu bertanggung jawab dan pelakunya diancam dengan pidana.
5
 
Menurut Moeljatno, perbuatan pidana ialah perbuatan yang 
dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman 
(sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar 
larangan tersebut.
6
 
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana 
adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu 
aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang 
disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan 
kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya 
ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang 
menimbulkan kejadian tersebut.  
 
 
                                                             
4 Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 
hlm. 7. 
5 Ibid.., hlm. 217. 
6 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), hlm. 59. 
 
 
 
b. Unsur-unsur Tindak Pidana 
Menurut Lamintang, unsur delik terdiri atas dua macam, 
yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Yang dimaksud dengan 
unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau 
yang berhubungan pada diri si pelaku dan termasuk didalamnya 
segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Adapun yang 
dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada 
hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan ketika 
tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.
7
 
Menurut Teguh Prasetyo, di dalam tindak pidana terdapat 
unsur-unsur tindak pidana, yaitu:
8
 
1) Unsur Objektif 
Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada 
hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di 
mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri 
dari: 
a) Sifat melanggar hukum. 
b) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai pegawai 
negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 
KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari 
suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 
                                                             
7 P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, Dasar-Dasar Hukum…, hlm. 
192. 
8 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana…, hlm. 50. 
 
 
 
398 KUHP. 
c) Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai 
penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat. 
2) Unsur Subjektif 
Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang 
dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya 
segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini 
terdiri dari: 
a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa). 
b) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam 
Pasal 53 ayat (1) KUHP. 
c) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-
kejahatan pencurian, penipuan, pemerasaan, dan 
sebagainya. 
d) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam 
Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan 
terlebih dahulu. 
e) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.9 
Menurut Simons unsur dari tindak pidana (delik) terdapat 2 
unsur, yaitu sebagai berikut: 
1) Unsur Objektif terdiri dari perbuatan orang, akibat yang 
kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang 
                                                             
9 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 51. 
 
 
 
menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat 
openbaar atau “di muka umum”. 
2) Unsur Subjektif yang terdiri dari orang yang mampu 
bertanggung jawab, adanya kesalahan (dollus atau culpa). 
Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini 
dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan 
keadaan mana perbuatan itu dilakukan.
10
 
Selanjutnya menurut Prof. Satochid Kartanegara, unsur delik 
terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah 
unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu berupa:  
1) suatu tindakan, 
2) suatu akibat, dan;  
3) keadaan (omstandigheid) 
Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh 
undang-undang. Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbutan 
yang dapat berupa : 
1) Kemampuan dapat dipertanggungjawabkan; 
2) Kesalahan (schuld).11 
Jadi, secara mendasar perumusan delik hanya mempunyai dua 
elemen (unsur) dasar yaitu: 
                                                             
10 Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, 
(Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 39. 
11 Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik…, hlm. 10. 
 
 
 
1) Bagian yang objektif menunjuk delik dari perbuatan/kelakuan 
dan akibat, yang merupakan kejadian yang bertentangan dengan 
hukum  positif sebagai anasir yang melawan hukum yang dapat 
diancam dengan pidana. 
2) Bagian yang subjektif yang merupakan anasir kesalahan dari 
delik.
12
 
c. Jenis-jenis Tindak Pidana 
Menurut para ahli hukum pidana, pada umumnya 
membedakan jenis-jenis tindak pidana (delik), antara lain: 
1) Kejahatan dan Pelanggaran 
Mengenai delik kejahatan didasarkan pada sistematika 
dalam Buku II KUHP. Untuk delik pelanggaran ini terdapat 
dalam Buku III KUHP, yang mana menuat delik-delik yang 
disebut dengan pelanggaran (overtredingen).
13
 
Kejahatan merupakan rechtsdelict atau delik hukum dan 
pelanggaran merupakan wetsdelict atau delik undang-undang. 
Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan 
melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti 
pembunuhan, melukai orang lain, mencuri dan sebagainya. 
Sedangkan delik undang-undang yaitu melanggar apa yang 
ditentukan oleh undang-undang, misalnya saja keharusan untuk 
                                                             
12 Pipin Syarifin, Hukum Pidana di Indonesia, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 55.  
13 Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, (Jakarta: Rajawali 
Pers, 2013), hlm. 69. 
 
 
 
mempunyai SIM bagi yang mengendarai kendaraan bermotor di 
jalan umum, atau mengenakan helm ketika mengendarai sepeda 
motor. Di sini tidak tersangkut sama sekali masalah keadilan.
14
 
2) Delik Formal (Formil) dan Delik Material (Materil) 
Delik formal adalah delik yang perumusannya 
dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut 
telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum 
dalam rumusan delik. Adapun delik material adalah delik yang 
perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak 
dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat 
yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum maka 
paling banyak hanya ada percobaan.
15
 
3) Delik Dolus dan Delik Culpa 
Dolus dan culpa merupakan bentuk kesalahan (schuld) 
yaitu: 
a) Delik dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan, 
rumusan kesengajaan itu mungkin dengan kata-kata yang 
tegas… dengan sengaja, tetapi mungkin juga dengan kata-
kata lain yang senada, seperti… diketahuinya, dan 
sebagainya. Contohnya adalah Pasal-pasal 162, 197, 310, 
338 KUHP dan lebih banyak lagi. 
                                                             
14 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana..., hlm. 58. 
15 Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Cepat dan Mudah…, hlm. 45. 
 
 
 
b) Delik culpa di dalam rumusannya memuat unsur kealpaan, 
dengan kata… karena kealpaannya, misalnya pada Pasal 
359, 360, 195 KUHP. Di dalam beberapa terjemahan 
kadang-kadang dipakai istilah… karena kesalahannya. 
4) Delik Commissionis dan Delik Omissionis 
a) Delik commissionis barangkali tidak terlalu sulit dipahami, 
misalnya berbuat mengambil, menganiaya, menembak, 
mengancam dan sebagainya. 
b) Delik omissionis dapat kita jumpai pada Pasal 552 (tidak 
datang menghadap ke pengadilan sebagai saksi), Pasal 164 
(tidak adanya melaporkan adanya pemufakatan jahat).
16
 
5) Delik Aduan dan Delik Biasa  
Delik aduan (klachtelict) adalah tindak pidana yang 
penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan 
dari pihak yang berkepentingan atau terkena. Misalnya: 
penghinaan, perzinahan, pemerasan. Jumlah delik aduan ini 
tidak banyak dalam KUHP. Siapa yang dianggap 
berkepentingan, tergantung dari jenis deliknya dan ketentuan 
yang ada.
17
 Untuk perzinahan misalnya, yang berkepentingan 
adalah suami atau istri yang bersangkutan.
18
 
                                                             
16 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana..., hlm. 60. 
17 Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Cepat dan Mudah…, 61. 
18 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana..., hlm. 61. 
 
 
 
Terdapat dua jenis delik aduan, yaitu delik aduan 
absolute yang penuntutannya berdasarkan pengaduan, dan delik 
aduan relative disini karena adanya hubungan istimewa antara 
pelaku dan korban, misalnya: pencurian dalam keluarga (pasal 
267 ayat (2) dan (3) ) KUHP.
19
 
2. Tindak Pidana Pencurian 
a. Pengertian Tindak Pidana Pencurian 
Pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan “pe”, 
dan akhiran “an”. Kata “curi” artinya mengambil dengan diam-diam, 
sembunyi-sembunyi tanpa diketahui orang lain. Mencuri berarti 
mengambil milik orang lain secara tidak sah. Orang yang mencuri 
milik orang lain disebut pencuri. Pencurian berarti perbuatan atau 
perkara tentang mencuri.
20
 
Di dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP) terdapat pada Pasal 362 yang disebut pencurian itu 
ialah barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya 
atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk 
dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, 
dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana 
denda paling banyak sembilan ratus rupiah.
21
  
 
Adapun unsur-unsur tindak pidana pencurian dalam pasal 362 
Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu: 
1) Perbuatan mengambil. 
2) Yang diambil harus sesuatu barang. 
                                                             
19 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana..., hlm. 61. 
20 Pipin Syarifin, Hukum Pidana…, hlm. 97.  
21 Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm.140. 
 
 
 
3) Barang itu harus, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. 
4) Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki 
barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).
22
 
Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan 
tindak pidana pencurian sebagaimana yang dimaksud di atas, orang 
tersebut harus terbukti telah memenuhi semua unsur objektif dan 
unsur subjektif, dari tindak pidana pencurian yang terdapat di dalam 
rumusan pasal 362 KUHP.
23
  
1) Unsur Objektif 
a) Perbuatan mengambil; 
b) Yang diambil sesuatu barang; 
c) Barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang 
lain. 
2) Unsur Subjektif 
a) Dengan maksud; 
b) Untuk memiliki; 
c) Secara melawan hukum.24 
 
 
b. Jenis-Jenis Pencurian 
                                                             
22 R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-
komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor: Politeia, 1995), hlm. 249. 
23 Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, 
(Bandung: Sinar Baru, 1989), hlm.1.  
24 Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Hukum Pidana..., hlm. 128. 
 
 
 
Dalam KUHP tindak pidana pencurian di klasifikasikan 
sebagai kejahatan terhadap harta oleh penyusun undang-undang di 
buku II KUHP yang diatur mulai dari pasal 362 sampai dengan pasal 
367. Tindak pidana pencurian ini terbagi atas beberapa jenis, yaitu : 
1) Pencurian biasa yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP 
Barang siapa yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya 
atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk 
dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, 
dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana 
denda paling banyak sembilan ratus rupiah. 
 
2) Pencurian dengan pemberatan yang tercantum dalamPasal 363 
KUHP
25
 
(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: 
1. pencurian ternak;  
2. pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan banjir, 
gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal 
karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-
hara, pemberontakan atau bahaya perang; 
3. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau 
pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang 
dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak 
diketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak; 
4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih 
dengan bersekutu; 
5. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan 
kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang 
diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau 
memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu. 
perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. 
(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan 
salah satu tersebut ke-4 dan 5, maka dikenakan pidana 
penjara paling lama sembilan tahun. 
3) Pencurian dengan kekerasan yang tercantum dalam Pasal 365 
KUHP 
                                                             
25 Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP…, hlm. 141. 
 
 
 
(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan 
tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti 
dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, 
dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah 
pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk 
memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau 
untuk tetap menguasai barang yang dicurinya. 
(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas 
tahun: 
1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam 
sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada 
rumahnya, di jalan umum, atau dlam kereta apinatau 
trem yang sedang berjalan; 
2. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih 
dengan bersekutu; 
3. jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan 
merusak atau memanjat atau dengan memakai anak 
kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu; 
4. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat. 
(3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana 
penjara paling lama lima belas tahun. 
(4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur 
hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh 
tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati 
dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, 
pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam 
no.1 dan 3. 
 
4) Pencurian dalam keluarga yang tercantum dalam Pasal 367 
KUHP
26
 
(1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam 
bab ini adalah suami(istri) dari orang yang terkena 
kejahatan, dan tidak terpisah meja dan tempat tidur atau 
terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau 
pembantu itu, tidak mungkin diadakan tuntutan pidana. 
(2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan tempat 
tidur atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia keluarga 
sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus, maupun 
garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu 
hanya mungkin diadakan penuntutan, jika ada pengaduan 
yang terkena kejahatan. 
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(3) Jika menurut lembaga matriarkhal, kekuasaan bapak 
dilakukan oleh orang lain dari pada bapak kandungnya, 
maka aturan tersebut ayat di atas berlaku juga bagi orang 
itu. 
 
c. Pencurian Dengan Kekerasan 
Pengertian kekerasan menurut H.A.K. Moch. Anwar adalah 
perbuatan yang mengakibatkan orang pingsan atau tidak sadarkan 
diri dan perbuatan yang menimbulkan orang yang tidak berdaya lagi 
termasuk perbuatan kekerasan.
27
 
Sedangkan menurut R. Soesilo, melakukan kekerasan artinya, 
mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara 
tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala 
macam senjata, menyepak, menendang dan lain sebagainya.
28
 
Tindak pidana pencurian dengan kekerasan dapat disebut juga 
dengan perampokan untuk istilah awamnya.
29
 Merampok juga 
perbuatan jahat, oleh karena itu walaupun tidak dikenal dalam 
KUHP namun perumusannya sebagai perbuatan pidana jelas telah 
diatur sehingga patut di hukum seperti halnya pencurian dengan 
kekerasan. 
Pencurian dengan kekerasan dalam hukum positif adalah 
pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan 
atau ancaman kekerasan terhadap orang pasal 365 ayat (1) KUHP. 
                                                             
27 Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Cepat dan Mudah …, hlm. 132. 
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Karenanya dalam doktrin sering disebut sebagai tindak pidana 
pencurian dengan kekerasan. 
Perbuatan pokok dalam pasal tersebut adalah pencurian. 
Tetapi pencurian itu memiliki unsur-unsur tambahan, yaitu: 
1) Didahului oleh kekerasan atau ancaman kekerasan, atau; 
2) Disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, atau; 
3) Diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. 
Sedangkan sebagai maksud dilakukannya kekerasan atau 
ancaman kekerasan itu adalah: 
1) Untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau; 
2) Dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan 
diri sendiri atau peserta lainnya, atau; 
3) Untuk tetap menguasai barang yang dicuri.30 
Tindak pidana pencurian dengan kekerasan itu oleh 
pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 365 KUHP 
dengan unsur-unsur sebagai berikut: 
Unsur-unsur yang terdapat di dalam pasal 365 ayat (1) KUHP 
adalah:
31
 
1) Pencurian; 
2) Didahului atau disertai atau diikuti; 
3) Kekerasan atau ancaman kekerasan; 
4) Terhadap orang; 
5) Dilakukan dengan maksud: 
a) Mempersiapkan atau; 
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b) Memudahkan atau; 
c) Dalam hal tertangkap tangan; 
d) Untuk memungkinkan melarikan diri bagi dirinya atau 
peserta lain; 
e) Untuk menjamin tetap dikuasainya barang yang dicuri.  
 
Unsur-unsur yang terdapat di dalam pasal 365 ayat (2) ke-1 
KUHP adalah: 
1) Waktu malam; 
2) Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada 
rumahnya; 
3) Di jalan umum; 
4) Dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan. 
 
Unsur-unsur yang terdapat di dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 
KUHP adalah: 
1) Dua orang atau lebih; 
2) Bersama-sama. 
 
Unsur-unsur yang terdapat di dalam pasal 365 ayat (2) ke-3 
KUHP adalah: 
1) Didahului, disertai atau diikuti; 
2) Kekerasan atau ancaman kekerasan; 
3) Dengan maksud mempersiapkan; 
4) Dengan cara membongkar, merusak, memanjat atau; 
5) Menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, seragam 
palsu. 
 
Unsur-unsur yang terdapat di dalam pasal 365 ayat (2) ke-4 
KUHP adalah:
32
 
1) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi akan 
sembuh sama sekali, atau menimbulkan bahaya maut. 
2) Tidak mampu secara terus-menerus untuk menjalankan tugas, 
jabatan atau pekerjaan pencahariannya. 
3) Kehilangan salah satu panca indera. 
4) Mendapat cacat berat. 
5) Menderita sakit lumpuh. 
6) Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih. 
7) Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan. 
 
Unsur-unsur yang terdapat di dalam pasal 365 ayat (3) KUHP 
adalah: 
1) Didahului, disertai atau diikuti; 
2) Kekerasan atau ancaman kekerasan; 
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3) Mengakibatkan kematian. 
 
Unsur-unsur yang terdapat di dalam pasal 365 ayat (4) KUHP 
adalah: 
1) Mengakibatkan luka berat atau; 
2) Kematian; 
3) Dilakukan oleh dua orang atau lebih; 
4) Dengan bersekutu; 
5) Disertai salah satu hal dari unsur ayat (2) ke-1 dan ke-3.33 
 
Dengan demikian maka yang diatur dalam Pasal 365 KUHP 
sesungguhnya hanyalah satu kejahatan. Pencurian dengan kekerasan 
bukanlah merupakan gabungan dalam artian gabungan antara tindak 
pidana pencurian dengan tindak pidana kekerasan maupun ancaman 
kekerasan, kekerasan dalam hal ini merupakan keadaan yang 
berkualifikasi, maksudnya adalah kekerasan adalah suatu keadaan 
yang mengubah kualifikasi pencurian biasa menjadi pencurian 
dengan kekerasan. 
3. Penanganan Perkara dalam Hukum Positif 
Dalam menangani suatu perkara hukum positif mengacu pada aturan 
dalam Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana dengan penjelasan sebagai berikut: 
a. Penyelidikan 
Menurut yaitu pasal 1 ayat (5) KUHAP Penyelidikan adalah 
serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan 
suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan 
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dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur 
dalam undang-undang ini.  
b. Penyidikan 
Dalam pasal 1 ayat (2) KUHAP Penyidikan adalah serangkaian 
tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam 
undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang 
dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi 
dan guna menemukan tersangkanya.  
c. Penuntutan 
Dalam pasal 1 ayat (7) KUHAP Penuntutan adalah tindakan 
penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan 
negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur 
dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan 
diputus oleh hakim di sidang pengadilan. 
d. Penyelesaian Perkara 
Terdapat beberapa tahapan dalam penyelesaian perkara 
1) Mengadili  
Adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, 
memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, 
jujur, dan tidak memihak di siding pengadilan dalam hal dan 
menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. 
2) Praperadilan 
 
 
 
Adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan 
memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, 
tentang: 
a) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan 
atas permintaan tersangka; 
b) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian 
penuntutan atas perminataan demi tegaknya hukum dan 
keadilan 
c) Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka 
atau keluarga atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya 
tidak diajukan ke pengadilan. 
e. Putusan pengadilan 
Adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam siding 
pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau 
lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang 
diatur dalam undang-undang ini 
f. Upaya Hukum 
Adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima 
putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi 
atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan 
kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-
undang ini.  
g. Eksekusi  
 
 
 
Terdapat beberapa eksekusi, yaitu: 
1) Penahanan 
Adalah penempatan terdangka atau terdakwa di tempat 
tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan 
penetapannya, dalam hal ini serta menurut cara yang diatur 
dalam undnag-undang ini. 
2) Ganti Kerugian 
Adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas 
tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena 
ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang 
berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai 
orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur 
dalam undang-undang ini. 
3) Rehabilitasi 
Adalah hak seorang untuk mendapatkan pemulihan haknya 
dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya 
yang diberikan pada tingkar penyidikan, penuntutan atau 
peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili 
tanpa alasan yang berdasarkan undnag-undang atau karena 
kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan 
menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
34
 
B. Tinjauan Menurut Hukum Pidana Islam 
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1. Tindak Pidana (Jari>mah) 
a. Pengertian Jari>mah 
Dari segi bahasa jari>mah merupakan kata jadian (mas}dar) 
dengan asal kata jarama yang artinya berbuat salah, sehingga 
jari>mah mempunyai arti perbuatan salah.35 Dari segi istilah jari>mah 
di definisikan oleh Imam al-Mawardi sebagai berikut: 
 ٍر ِْيزْع َت َْوا ٍّدَِبِ اَه ْ نَع َلَاَع َت ُّللّاَرَجَز ٌةَّيِعْرَش ٌتَارْوُظَْمُ 
Artinya: 
Segala larangan syara’ (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau 
meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan 
hukum h}ad atau ta’zi>r.36 
 
Larangan-larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan 
perbuatan yang dilarang, atau meninggalkan perbuatan yang 
diperintahkan.
37
 Melakukan perbuatan yang dilarang misalnya 
seorang memukul orang lain dengan benda tajam yang 
mengakibatkan korbannya luka atau tewas. Adapun contoh jari>mah 
berupa tidak melakukan sesuatu perbuatan yang diperintahkan ialah 
seseorang tidak memberi makan anaknya yang masih kecil atau 
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seorang suami yang tidak memberikan nafkah yang cukup bagi 
keluarganya.
38
 
b. Unsur-unsur Jari>mah 
Secara singkat dapat dijelaskan, bahwa suatu perbuatan 
dianggap jari>mah bila terpenuhi syarat dan rukun.39 Adapun unsur 
jari>mah dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu unsur umum dan 
unsur khusus. Unsur umum jari>mah adalah unsur-unsur yang 
terdapat pada setiap jenis jari>mah. Sedangkan unsur khusus jari>mah 
adalah unsur-unsur yang hanya terdapat pada jenis jari>mah tertentu 
dan tidak terdapat pada jenis jari>mah lain.40 
Unsur umum jari>mah itu, seperti yang telah dikemukakan 
diatas, terdiri dari: 
1) Unsur Formal (al-Ruknu al-Syar’iy) 
Yaitu adanya nash atau ketentuan yang menunjukan 
sebagai jari>mah. Jari>mah tidak akan terjadi sebelum dinyatakan 
dalam nas} atau jari>mah belum dapat dikatakan jari>mah apabila 
belum ada aturannya. Alasan harus ada unsur ini, antara lain 
firman Allah dalam Q.S. al-Isra‟ ayat 15 yang mengajarkan 
bahwa Allah tidak akan menyiksa hamba-Nya sebelum 
                                                             
38 Lysa Angrayn, “Hukum Pidana Dalam Perspektif Isalam Dan Perbandingannya 
Dengan Hukum Pidana Di Indonesia”, Hukum Islam, (Riau) Vol. XV Nomor 1, 2015, hlm. 
49. 
39 Makhrus Munajat, Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam), (Yogyakarta: Nawesea, 
2010), hlm. 8. 
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mengutus utusan-Nya. Ajaran ini berisi ketentuan bahwa 
hukuman akan ditimpakan kepada mereka yang membangkang 
ajaran Rasul Allah. Khusus untuk jari>mah ta’zi>r harus ada 
peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh penguasa.
41
 
Kaidah yang mendukung unsur ini adalah “tidak ada 
perbuatan yang dianggap melanggar hukum dan tidak ada 
hukuman yang dijatuhkan kecuali adanya ketentuan nas}”. 
Kaidah lain menyebutkan “tiada hukuman bagi perbuatan 
mukalaf sebelum adanya ketentuan nas}”.42  
2) Unsur Materiil (al-Ruknu al-Ma>diy) 
Yaitu adanya perbuatan jari>mah yang benar-benar telah 
dilakukan. Alasan bahwa jari>mah harus memenuhi unsur 
materiil ialah Hadist Nabi riwayat Bukhari-Muslim dari Abu 
Hurairah yang mengajarkan bahwa “Allah melewatkan 
hukuman untuk umat Nabi Muhammad atas sesuatu yang masih 
terkandung dalam hati selagi ia tidak mengatakan dengan lisan 
atau mengerjakannya dengan nyata.
43
 
3) Unsur Moril (al-Ruknu al-Adabiy) 
Yaitu pelaku jari>mah adalah orang yang dapat dimintai 
pertanggungjawaban pidana terhadap jari>mah yang 
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dilakukannya.
44
 Jika ia bukan orang gila, anak di bawah umur 
atau sedang berada dibawah ancaman.
45
  
Unsur-unsur umum di atas tidak selamanya terlihat jelas 
dan terang, namun dikemukakan guna mempermudah dalam 
mengkaji persoalan-persoalan hukum pidana Islam dari sisi 
kapan peristiwa pidana terjadi.
46
  
Unsur khusus jari>mah adalah unsur yang hanya terdapat 
pada jari>mah tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada 
jenis jari>mah yang satu dengan jenis jari>mah yang lainnya.47 
Menurut para fuqaha tindak pidana selain jiwa (penganiayaan) 
adalah setiap perbuatan yang mengenai badan seseorang, 
namun tidak mengakibatkan kematian.
48
 Sebagai contoh, 
mengambil harta orang lain secara diam-diam dari tempatnya 
dalam jari>mah pencurian, atau menghilangkan nyawa manusia 
oleh manusia lainnya dalam jari>mah pembunuhan.49 
 
c. Macam-macam Jari>mah  
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Pembagian jari>mah pada dasarnya tergantung dari berbagai 
sisi. Jari>mah dapat ditinjau dari sisi berat-ringannya sanksi hukum, 
dari sisi niat pelakunya, dari sisi cara mengerjakannya, dari sisi 
korban yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana, dan sifatnya 
yang khusus. Ditinjau dari sisi berat ringannya sanksi hukum serta 
ditegaskan atau tidaknya oleh Al-Qur‟an dan hadis atas dasar ini, 
jari>mah dibagi menjadi tiga macam, yaitu jari>mah h{udud, jari>mah 
qis}a>s} dan jari>mah ta’zi>r.50 
1) Jari>mah H{udu>d 
Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa kata h}udu>d adalah 
bentuk jamak dari kata h}addu yang berarti sesuatu yang menjadi 
penghalang atas dua benda. Secara bahasa h}addu berarti 
pencegahan.
51
 
Sedangkan menurut istilah h}udu>d adalah batasan-batasan 
ketentuan dari Allah SWT tentang hukuman yang diberikan 
kepada orang-orang yang berbuat dosa atau melanggar hukum. 
Sedangkan perbuatan melanggar hukum disebut jari>mah, sehingga 
sebuah pelanggaran terhadap h}udu>d disebut jari>mah h}udu>d. 
Adapun secara umum pengertian h}udu>d berarti larangan atau 
batas antara dua barang yang bertentangan.
52
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Jari>mah h}udu>d merupakan tindak pidana yang paling serius 
dan berat dalam hukum pidana Islam.
53
 Jari>mah h}udu>d adalah 
jari>mah yang diancam dengan hukuman h}ad, sebagaimana 
dikemukakan oleh Abdul Qodir Audah hukuman h}ad adalah 
hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak 
Allah. Dengan demikian ciri khas jari>mah h{udu>d itu sebagai 
berikut. 
a) Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa 
hukumannya telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas 
minimal dan maksimal. 
b) Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau 
kalau ada hak manusia di samping hak Allah maka hak 
Allah yang lebih dominan.
54
  
Oleh karena hukuman h}ad itu merupakan hak Allah maka 
hukuman tersebut tidak bisa digugurkan oleh perseorangan (orang 
yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat 
yang diwakili oleh negara.  
Jari>mah h{udu>d ini ada tujuh macam antara lain sebagai 
berikut: 
a) Jari>mah zina. Bentuk hukuman ada tiga yaitu hukuman 
cambuk/dera/jilid, pengasingan dan rajam. 
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b) Jari>mah qaz|af (menuduh zina). Bentuk hukuman yaitu 
dikenakan dua hukuman, hukuman pokok berupa dera/jilid 
80 kali dan hukuman tambahan berupa tidak diterimanya 
kesaksian yang bersangkutan selama seumur hidup.  
c) Jari>mah syurbul khamr (minum-minuman keras). Bentuk 
hukumannya yaitu di dera dengan dua pelepah kurma 
sebanyak empat puluh kali. 
d) Jari>mah pencurian (sari>qah). Bentuk hukuman yaitu 
dipotong kedua tangannya. 
e) Jari>mah h}ira>bah (perampokan). Bentuk hukuman yaitu 
hukuman mati dan disalib, hukuman mati, hukuman potong 
tangan dan kaki bersilang, hukuman pengasingan. 
f) Jari>mah riddah (keluar dari Islam). Bentuk hukumannya 
adalah hukuman mati. 
g) Jari>mah al bagyu (pemberontakan). Bentuk hukumannnya 
adalah hukum bunuh.
55
 
Dalam jari>mah zina, syurbul khamar, h}irâbah, riddah, dan 
pemberontakan yang dilanggar adalah hak Allah semata-mata. 
Sedangkan dalam jari>mah pencurian dan qaz|af (penuduhan zina) 
yang disinggung di samping hak Allah juga terdapat hak manusia 
(individu), akan tetapi hak Allah lebih dominan. 
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2) Jari>mah Qis}a>s} 
Secara bahasa qis}a>s} berasal dari kata qas}s}a-yaqus}s}u-qis}a>s}an 
yang berarti mengikuti dan menelusuri jejak langkah. Sedangkan 
menurut istilah yang dikemukakan oleh Al-Jurjani yaitu 
mengenakan sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku 
persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut 
(terhadap korban).
56
 
Ulama fiqih membedakan jari>mah pembunuhan menjadi 
tiga kategori, yaitu:  
a) Pembunuhan Sengaja 
Pembunuhan sengaja adalah suatu pembunuhan di 
mana pelaku perbuatan tersebut sengaja melakukan suatu 
perbuatan dan dia menghendaki akibat dari perbuatannya, 
yaitu matinya orang yang menjadi korban. Sebagai indikator 
dari kesengajaan untuk membunuh tersebut dapat dilihat dari 
alat yang digunakannya.
57
 
Menurut Imam Abu Hanifah mensyaratkan alat yang 
digunakan dalam pembunuhan disengaja adalah yang 
biasanya mengakibatkan kematian dan disediakan sebagai 
alat pembunuhan, yaitu semua alat yang dapat digunakan 
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untuk melukai atau untuk memukul sehingga mengakibatkan 
luka. Misalnya tombak, pedang gada, dan sebagainya.
58
 
Menurut Imam Syafi‟i dan Imam Ahmad 
mensyaratkan alatnya yaitu alat yang biasa digunakan untuk 
membunuh, sekalipun tidak melukai. Alat yang digunakan 
untuk membunuh itu ada tiga macam, yaitu: 
(1) Alat yang umumnya dan secara tabiatnya dapat digunakan 
untuk membunuh seperti pedang, tombak, dan 
sebagainya. 
(2) Alat yang kadang-kadang digunakan untuk membunuh, 
sehingga jarang mengakibatkan kematian seperti 
cambuk, tongkat. 
(3) Alat yang jarang mengakibatkan kematian pada tabiatnya, 
seperti menggunakan tangan kosong.  
Dari sisi ini jika alat yang digunakan alat dari jenis 
pertama, maka pembunuhan di kategorikan sebagai 
pembunuhan sengaja. Apabila alat yang digunakan 
merupakan jenis kedua, maka pembunuhan di kategorikan 
sebagai pembunuhan semi sengaja. Akhirnya, jika alat yang 
digunakan berupa alat dari jenis ketiga, maka 
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pembunuhannya dapat dikategorikan sebagai pembunuhan 
kesalahan.
59
 
Unsur-unsur pembunuhan sengaja diantaranya yaitu 
korban adalah orang hidup, perbuatan si pelaku yang 
mengakibatkan kematian korban, ada niat bagi si pelaku 
untuk menghilangkan nyawa korban.
60
 
Sanksi hukum qis}a>s} yang diberlakukan terhadap 
pelaku pembunuhan sengaja (terencana) terdapat dalam 
firman Allah berikut. 
                     ...     
Artinya: 
”Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qis}a>s} 
berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; (QS. Al 
Baqarah: 178). 
 
Ayat ini berisi tentang hukuman qis}a>s} bagi 
pembunuhan yang dilakukan kejahatannya secara sengaja dan 
pihak keluarga korban tidak memaafkan pelaku. Adapun 
keluarga korban memaafkan pelaku, maka sanksi qis}a>s} tidak 
berlaku dan beralih menjadi hukuman diyat.
61
 
b) Pembunuhan Semi Sengaja 
 Pembunuhan semi sengaja adalah tindakan 
pembunuhan yang terdapat unsur kesengajaan dalam 
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tindakan tetapi tidak dalam segi tujuannya. Pelaku 
pembunuhan jenis ini dikenakan hukuman membayar ganti 
rugi (diyat) dan dikenakan hukuman ta’zi>r.62 
Unsur-unsur pembunuhan semi sengaja diantaranya 
adanya perbuatan dari pelaku yang mengakibatkan kematian, 
adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan, kematian 
adalah akibat perbuatan pelaku.
63
 
c) Pembunuhan Karena Kesalahan  
Pembunuhan karena kesalahan adalah apabila 
pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang yang melakukan 
perbuatan halal, seperti berburu, atau melempar sesuatu yang 
bertujuan guna mendapatkan hal tertentu (seperti melempar 
anak panah) hinnga menyebabkan orang lain (yang 
terpelihara darahnya) terbunuh.
64
 
Unsur-unsur pembunuhan karena kesalahan yaitu 
adanya perbuatan yang mengakibatkan matinya korban, 
perbuatan tersebut terjadi karena kesalahan (kelalaian) 
pelaku, antara perbuatan kekeliruan dan kematian korban 
terdapat hubungan sebab akibat.
65
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3) Jari>mah Ta'zi>r 
Menurut arti bahasa ta’zi>r berasal dari kata azzara yang 
berarti man’u wa radda (mencegah dan menolak).66 Sedangkan 
menurut istilah ta’zi>r di definisikan oleh Al-Mawardi ta’zi>r 
adalah hukuman yang bersifat naeububrne ndna nakidndne 
usan (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh 
syara‟.67 
Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman ta’zi>r itu 
adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara‟, melainkan 
diserahkan kepada ulil amri, baik penentuannya maupun 
pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tersebut, 
penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja. 
Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman 
untuk masing-masing jari>mah ta’zi>r melainkan hanya 
menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang seringan-
ringannya sampai yang seberat-beratnya. 
Dengan demikian ciri khas dari jari>mah ta’zi>r itu adalah 
sebagai berikut. Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. 
Artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada 
batas minimal dan ada batas maksimal, penentuan hukuman 
tersebut adalah hak penguasa. 
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Jari>mah ta’zi>r di samping ada yang diserahkan 
penentuannya sepenuhnya kepada ulil amri, juga ada yang 
memang sudah ditetapkan oleh syara', seperti riba dan suap. Di 
samping itu juga termasuk ke dalam kelompok ini jari>mah-
jari>mah yang sebenarnya sudah ditetapkan hukumannya oleh 
syara' akan tetapi syarat-syarat untuk dilaksanakannya hukuman 
tersebut belum terpenuhi. Misalnya, pencurian yang tidak 
sampai selesai atau barang yang dicuri kurang dari nishab 
pencurian, yaitu seperempat dinar. 
Pembagian jari>mah ta’zi>r kepada jari>mah yang berkaitan 
dengan hak Allah dan jari>mah yang berkaitan dengan hak 
hamba yaitu: 
a) Untuk ta’zi>r yang berkaitan dengan hak hamba disamping 
harus ada gugatan, ulil amri tidak dapat memaafkan, 
sedangkan ta’zi>r yang berkaitan dengan hak Allah atau 
jamaah tidak harus ada gugatan dan ada kemungkinan bagi 
ulil amri untuk memberi pemaafan bila hal itu membawa 
kemaslahatan. 
b) Dalam ta’zi>r yang berkaitan dengan hak hamba tidak dapat 
diberlakukan teori tadakhul. Jadi sanksinya dijumlahkan 
sesuai dengan banyaknya kejahatan. 
c) Ketika tindak pidana ta’zi>r yang berkaitan dengan hak Allah 
berlangsung, semua orang wajib mencegahnya. 
 
 
 
d) Ta’zi>r yang berkaitan dengan hak perorangan dapat 
diwariskan kepada ahli waris kepada korban bila tidak 
sempat mengajukan gugatan sedangkan ia telah berniat 
untuk itu adapun ta’zi>r yang berkaitan dengan hak Allah 
tidak dapat diwariskan.
68
 
2. Jari>mah Pencurian (Sari>qah) 
Sari>qah adalah bentuk masdar dari kata  َقرَس-  ِقرَسَي-ًاقَرَس  dan secara 
etimologis  ًةَل ْ يِحَو ًةَيْف  خ  َهلاَم َذَخَا yaitu mengambil harta milik seseorang 
secara sembunyi-sembunyi dan dengan tipu daya.
69
 Sedangkan secara 
terminologis definisi pencurian (sari>qah) dikemukakan oleh beberapa 
ahli berikut: 
Menurut Wahbah Al-Zuhaili sari>qah ialah mengambil harta milik 
orang lain dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk 
menyimpan secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Termasuk dalam 
kategori mencuri-curi informasi dan pandangan jika dilakukan dengan 
sembunyi-sembunyi.
70
 
Menurut Syarbini al-Khatib yang disebut pencurian (sari>qah) 
mengambil barang secara sembunyi-sembunyi di tempat penyimpanan 
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dengan maksud untuk memiliki yang dilakukan dengan sadar atau adanya 
pilihan serta memiliki syarat-syarat tertentu.
71
 
Pencurian dalam syariat Islam ada dua macam, yaitu sebagai 
berikut:
72
  
a. Pencurian dengan hukuman h}ad 
Pencurian dengan hukuman h}ad dibagi menjadi dua, yaitu:  
1) Pencurian ringan )ىَرْغُّصا  َةقْر ِ سَلا( 
 َيِهَف ىَرْغ صلا  َةقْر  سلاا َمَأف ِءاَفْخِتْس ِْلْأ ِلِْيبَس ىَلَع ْىَأ ًةَيْف  خ ِْيَْغْلا ِلاَم  ذْخَأ  
Pencurian ringan adalah mengambil harta milik orang lain 
dengan cara diam-diam, yaitu dengan jalan sembunyi-
sembunyi. 
2) Pencurian berat )ىَرْ ب كْلا  َةقْر ِ سَلا( 
ا ا َمأل َر ْ ب كْلا  َةق ْر ِس َِةَبلاَغ مْلا لِْيبَس ىَلَع ِْيَْغْلا ِلاَم  ذْخَأ َيِهَف ى  
Adapun pengertian pencurian berat adalah mengambil harta 
milik orang lain dengan cara kekerasan. 
Perbedaan antara pencurian ringan dengan pencurian 
berat adalah bahwa dalam pencurian ringan, pengambilan harta 
itu dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan 
pemiliknya. Sedangkan pencurian berat, pengambilan harta 
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dilakukan dengan sepengetahuan pemilik harta tersebut tetapi 
tanpa kerelaannya, disamping itu terdapat unsur kekerasan 
didalamnya. Dalam istilah lain, pencurian berat ini disebut 
jari>mah h}ira>bah atau perampokan, dimasukkannya perampokan 
kedalam kelompok pencurian, disebabkan dalam perampokan 
terdapat segi persamaan dengan pencurian, yaitu sekalipun 
karena jika dikaitkan dengan pemilik barang, perampokan itu 
dilakukan dengan terang-terangan, namun jika dikaitkan dengan 
pihak penguasa atau petugas keamanan perampokan tersebut 
dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi.
73
 
b. Pencurian dengan Hukuman Ta’zi>r 
Pencurian dengan hukuman ta’zi>r juga dibagi atas dua bagian 
yaitu sebagai berikut: 
1) Semua jenis pencurian yang dikenai hukuman h}ad, tetapi syarat-
syaratnya tidak terpenuhi atau ada syubhat. Contohnya 
pengambilan harta milik anak oleh ayahnya. 
2) Pengambilan harta milik orang lain dengan sepengetahuan 
pemilik tanpa kerelaannya dan tanpa kekerasan. Misalnya 
mengambil jam tangan yang berada di tangan pemiliknya 
dengan sepengetahuan pemiliknya dan membawanya lari atau 
menggelapkan uang titipan
74
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Dari beberapa definisi sa>riqah di atas, dapat disimpulkan bahwa 
sa>riqah ialah mengambil barang atau harta orang lain secara sembunyi-
sembunyi dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk 
menyimpan barang atau harta kekayaan tersebut.
75
 
Adapun unsur-unsur pencurian itu ada 4 macam yaitu: 
a. Mengambil Secara Sembunyi-sembunyi 
Mengambil secara sembunyi-sembunyi terjadi apabila 
pemilik (korban) tidak mengetahui terjadinya pengambilan barang 
tersebut dan ia tidak merelakannya.
76
 Mengambil secara sembunyi-
sembunyi harus memenuhi tiga syarat berikut, pencuri mengambil 
barang curian dari tempat penyimpanannya, barang curian tersebut 
dikeluarkan dari pemeliharaan pihak korban, terjadi proses 
pemindahan barang curian dari pihak korban kepada pihak pelaku. 
Kalau persyaratan ini tidak terpenuhi, proses pencurian dinilai tidak 
sempurna sehingga hukumannya berupa ta’zi>r, bukan hukuman h}ad 
(potong tangan).
77
 
b. Barang yang Diambil Berupa Harta 
Salah satu unsur yang penting untuk dikenakannya hukuman 
potong tangan adalah bahwa barang yang dicuri itu harus barang 
yang bernilai mal (harta). Apabila barang yang dicuri itu bukan mal, 
seperti hamba sahaya, atau anak kecil yang belum tamyiz maka 
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pencurian tidak dikenal hukuman h}ad. Akan tetapi, Iman Malik dan 
Z}a>hiriyah berpendapat bahwa anak kecil yang belum tamyiz bisa 
menjadi objek pencurian, walaupun bukan hamba sahaya, dan 
pelakunya bisa dikenal hukuman h}ad.78 
Harta yang dicuri harus memenuhi beberapa syarat agar 
pelaku dapat dihukum potong tangan. Syarat-syarat dimaksud 
adalah 1) berupa harta yang bergerak, 2) berupa benda berharga, 3) 
disimpan di tempat penyimpanan, 4) harus mencapai nisab.
79
 
c. Harta yang Dicuri Itu Milik Orang Lain 
Disyaratkan dalam pidana pencurian bahwa sesuatu yang 
dicuri itu merupakan milik orang lain. Yang dimaksud dengan milik 
orang lain adalah bahwa harta itu ketika terjadinya pencurian adalah 
milik orang lain dan yang dimaksud dengan waktu pencurian adalah 
waktu pencuri memindahkan harta dari tempat penyimpananya. Atas 
dasar ini, maka tidak ada hukuman h}ad dalam pencurian terhadap 
harta yang status pemilikannya bersifat syubhat. Dalam kasus ini 
pencuri diancam dengan hukuman ta’zi>r.80 
d. Melawan Hukum  
Bahwa seseorang yang mengambil harta orang lain secara 
sembunyi-sembunyi tidak bisa disebut mencuri kecuali terdapat 
unsur melawan hukum. Di antara beberapa indikasi pencurian yang 
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termasuk dalam kategori melawan hukum adalah bermaksud 
memiliki objek yang dicuri.
81
 
Apabila tindak pidana pencurian telah dapat dibuktikan maka 
pencurian dapat dikenai dua macam hukuman, yaitu sebagai berikut: 
a. Penggantian Kerugian (D}a>man) 
Menurut Imam Abu Hanifah ganti rugi dan sanksi itu tidak 
dapat digabungkan, artinya bila pencuri sudah dikenal sanksi 
hukuman h}ad, maka baginya tidak ada keharusan untuk membayar 
ganti rugi. Alasannya al-Qur‟An hanya menyebutkan masalah sanksi 
saja. Selain itu jika pencuri harus membayar ganti rugi, maka 
seakan-akan harta itu adalah miliknya.
82
  
Menurut Imam Malik apabila barang yang dicuri sudah tidak 
ada dan pencuri adalah orang yang mampu maka ia diwajibkan 
untuk mengganti kerugian sesuai dengan nilai barang yang dicuri, di 
samping ia dikenai hukuman potong tangan. Akan tetapi, apabila ia 
tidak mampu maka ia hanya dijatuhi hukuman potong tangan dan 
tidak dikenai pengganti kerugian.
83
 
Menurut Imam Syafi‟i dan Imam Ahmad, sanksi dan ganti 
rugi itu dapat digabungkan. Alasannya, pencuri melanggar dua hak, 
dalam hal ini hak Allah berupa keharaman mencuri dan hak hamba 
berupa pengambilan atas harta orang lain. Oleh karena itu, pencuri 
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harus mempertanggungjawabkan akibat dua hak ini, jadi pencuri itu 
harus mengembalikan harta yang dicurinya bila masih ada dan harus 
membayar ganti rugi bila hartanya sudah tidak ada. Selain itu, ia 
harus menanggung sanksi atas perbuatannya. Inilah yang dimaksud 
disebut dengan prinsip d}a>man di kalangan ulama.84 
b. Hukuman Potong Tangan 
Hukuman potong tangan merupakan hukuman pokok untuk 
tindak pidana pencurian. Ketentuan ini didasarkan kepada firman 
Allah dalam surah al-Maidah ayat 38:
85
 
                        
                   
Artinya: 
Laki-laki dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya 
sebagai pembalasan terhadap apa yang mereka kerjakan dan 
sebagai siksaan dari Allah swt. Dan Allah maha perkasa lagi maha 
bijaksana. 
 
Hukuman potong tangan merupakan hak Allah yang tidak 
bisa digugurkan, baik oleh korban maupun oleh ulil amri, kecuali 
menurut Syi‟ah Zaidiyah. Menurut mereka, hukuman potong tangan 
bisa gugur apabila dimaafkan oleh korban (pemilik barang). 
Hukuman potong tangan dikenakan terhadap pencurian yang 
pertama, dengan cara memotong tangan kanan pencuri dari 
pergelangan tangannya. Apabila ia mencuri untuk kedua kalinya 
                                                             
84 H.A. Djazuli, Fiqh Jinayah…, hlm. 81. 
85 Makhrus Munajat, Fikih Jinayah…, hlm. 118. 
 
 
 
maka ia dikenai hukuman potong kaki kirinya. Apabila ia mencuri 
lagi untuk ketiga kalinya maka para ulama berbeda pendapat. 
Menurut Imam Abu Hanifah, pencuri tersebut dikenai hukuman 
ta’zir dan dipenjarakan. Sedangkan menurut Imam Malik, Imam 
Syafi‟i dan Imam Ahmad, pencuri tersebut dikenai hukuman potong 
tangan kirinya. Apabila ia mencuri untuk keempat kalinya maka 
dipotong tangan kirinya kaki kanannya. Apaila ia masih mencuri 
untuk kelima kalinya maka ia dikenai hukuman ta’zir dan dipenjara 
seumur hidup (sampai ia mati) atau sampai ia bertobat.
86
 
3. Jari>mah Perampok (H}ira>bah)  
H{ira>bah dalam bentuk mas}dar dari kata berasal dari kata   َبَراَح-
  بِراَ يُ- ًةََبراَ مُ- ًَةباَرَح  yang secara etimologis berarti   هَل َتَاق memerangi atau 
dalam kalimat الله َبَراَح berarti seseorang bermaksiat kepada Allah. 
Adapun secara terminologis h{ira>bah yang juga disebut dengan qut}t}’u al-
t}ari>q di definisikan oleh beberapa ahli diantaranya:87 
Menurut Sayyid Sabiq, h{ira>bah atau perampokan adalah 
sekelompok orang dengan satu keyakinan, perangai dan peraturan, yang 
memilik tujuan untuk menciptakan kekacauan, pertumpahan darah, 
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perampokan, pelucutan kehormatan, perusakan tanaman dan 
pertumbuhan hewan ternak di negara Islam.
88
  
Selain h{ira>bah tindakan mereka juga disebut dengan qut}t}’u al-t}ari>q 
(pembegalan jalan) karena masyarakat terpaksa menghindari jalan yang 
hendak mereka lewati karena takut dengan kekuatan mereka yang dapat 
merampas nyawa, harta dan harga diri atau sekedar mencegat dengan 
kekuatan yang sulit untuk ditandingi. Karena itulah para fuqaha juga 
menyebut tindakan itu dengan as-sari>qah al-kubra> (pencurian kelas 
kakap).
89
 
Menurut Abdul Qadir Audah h{ira>bah ialah perampokan atau 
pencurian besar, cakupan pencurian yang meliputi perampokan itu 
ditinjau dari segi arti majas bukan arti hakikat, sebab pencurian itu 
mengambil (harta) secara sembunyi-sembunyi sedangkan pada 
perampokan pengambilan harta dilakukan dengan cara terang-terangan. 
Akan tetapi, memang bahwa pada perampokan juga terdapat unsur 
sembunyi-sembunyi, yaitu pada sikap pelaku yang bersembunyi dari 
seorang kepala negara dan dari ketaantan untuk menjaga ketertiban dan 
keamanan. Oleh karena itu, cakupan makna sa>riqah tidak meliputi 
perampokan kecuali dengan penjelasan-penjelasan lain, sehingga 
perampokan disebut dengan pencurian besar, sebab kalau hanya diberi 
istilah pencurian maka perampokan tidak masuk dalam kata tersebut. 
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Keharusan diberikannya penjelasan termasuk tanda-tanda bahwa kata 
tersebut masuk dalam kategori majas.
90
 
Jari>mah h}ira>bah, sekalipun dinamakan pencurian besar tetapi tidak 
sama persis dengan pencurian. Pencurian adalah mengambil barang-
barang atau harta dengan sembunyi-sembunyi, sedangkan h}ira>bah adalah 
keluar untuk mengambil harta dengan cara kekerasan, maka unsur yang 
pokok dari pencurian adalah mengambil harta baik pengambilan harta itu 
terwujud atau tidak. Pengertian pembegal adalah merebut sesuatu atau 
barang orang lain secara paksa dan menakut-nakuti, sewaktu-waktu 
disertai penganiayaan atau membunuh pemilik barang tersebut.
91
  
Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan jari>mah 
perampokan (h{ira>bah) sebagaimana terlihat dibawah ini:92  
a. Pendapat Hanafiyah, h{ira>bah adalah ke luar untuk mengambil harta 
dengan jalan kekerasan yang realisasinya menakut-nakuti orang yang 
lewat di jalan, atau mengambil harta, atau membunuh orang.  
b. Pendapat Syafi‟iyah, h{ira>bah adalah ke luar untuk mengambil harta, 
atau membunuh, atau menakut-nakuti, dengan cara kekerasan, 
dengan berpegang kepada kekuatan, dan jauh dari pertolongan 
(bantuan).  
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c. Pendapat imam Malik, h{ira>bah adalah mengambil harta dengan 
tipuan (taktik), baik menggunakan kekuatan atau tidak.  
d. Pendapat Z}a>hiriyah, perampok adalah orang yang melakukan tindak 
kekerasan dan mengintimidasi orang yang lewat, serta melakukan 
perusakan di muka bumi. 
Adapun unsur-unsur pencurian dengan kekerasan (h}ira>bah)\ 
sebagai berikut:
93
 
a. Unsur Umum 
1) al-Ruknu al-Syar’iy, yaitu adanya nash yang melarang 
perbuatanperbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman 
atas perbuatan jarimah. Unsur ini dikenal dengan unsur formal.  
2) al-Ruknu al-Ma>diy, yaitu adanya unsur perbuatan yang 
berbentuk jarimah, baik berupa melakukan perbuatan yang 
dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur 
ini dikenal dengan unsur material. 
3) al-Ruknu al-Adabiy, yaitu pelaku kejahatan adalah orang yang 
dapat memahami taklif, dalam artian pelaku kejahatan adalah 
mukallaf. Sehingga pelaku kejahatan dapat dituntut atas 
kejahatan yang mereka lakukan. Unsur ini dikenal dengan istilah 
unsur moral. 
b. Unsur Khusus 
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Yaitu unsur yang hanya berlaku didalam satu jari>mah dan tidak 
sama dengan unsur khusus jari>mah lainnya, adapun di dalam tindak 
pidana h}ira>bah unsur khususnya adalah:94 
1) Lokasi h}ira>bah yang dilakukan oleh pelakunya harus di tempat 
yang jauh dari tempat keramaian. Semisal di padang rumput 
yang jauh, di gunung, atau tempat yang sangat jauh dari lokasi 
penduduk. Jika tindakan itu dilakukan di tempat keramaian, 
maka namanya bukan tindak pidana h}ira>bah, akan tetapi 
perampasan biasa. Sebab yang disebut dengan h}ira>bah adalah 
penyamunan, atau perampokan yang dilakukan di jalan-jalan. 
Akan tetapi, bila mereka melakukan tindakan pembunuhan, 
perampasan harta, dan teror di tempat-tempat keramaian, maka 
tindakan mereka dianggap sebagai h}ira>bah dan berhak dijatuhi 
sanksi h}ad. Ini adalah pendapat mayoritas „ulama Fiqh, Abu 
Hanifah, Abu Tsaur, dan lain-lain. 
2) Pelaku membawa senjata yang dapat digunakan untuk 
membunuh, semisal, pedang, senapan, golok, dan lain-lain yang 
bisa menghilangkan nyawa orang lain. Namun Imam Syafi‟i dan 
Abu Tsaur menjelaskan bahwa jika mereka telah menggunakan 
tongkat-tongkat atau batu-batu maka mereka sudah termasuk 
dalam memanggul senjata juga. 
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3) Dilakukan dengan cara terang-terangan. Mereka merampas harta 
dengan paksa dan terang-terangan, dan biasanya mereka 
memiliki markas. Jika mereka mengambil harta dengan cara 
sembunyi-sembunyi mereka disebut suraaq (pencuri-pencuri). 
Jika mereka merampas kemudian melarikan diri, mereka disebut 
penjambret atau perampok.
95
 
Mengenai hukuman tindak pidana h}ira>bah sudah dijelaskan oleh 
syara‟ dan terdapat dalam surat al-Maidah ayat 33. 
                  
                       
                       
                       
Artinya: 
Sesungguhnya hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah 
dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, mereka 
dibunuh atau disalib atau dipotong tangandan kakinya secara 
bersilang atau di buang dari negeri tempat mereka tinggal. Yang 
demikian itu sebagai penghinaan bagi mereka di dunia dan akhirat 
mereka mendapat siksaan yang besar. Kecuali orang-oramg yang 
bertaubat sebelum kamu dapat menguasai mereka, maka ketahuilah 
bahwa Allah maha pengampun, maha penyayang. (Q.S. Al-Maidah: 
33). 
 
 Di dalam ayat ini menerangkan bahwa sesungguhnya 
pembalasan yang adil dan setimpal terhadap orang-orang yang 
memerangi Allah dan Rasulnya dan yang berkeliaran membuat 
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kerusakan di bumi yaitu melakukan pembunuhan, perampokan, 
pencurian dengan menakut nakuti masyarakat, hanyalah mereka 
dibunuh tanpa ampun jika mereka membunuh tanpa mengambil 
harta, atau disalib setelah dibunuh jika mereka merampok dan 
membunuh, atau di potong tangan kanan dan kaki kiri mereka 
dengan cara bertimbal balik jika mereka merampas harta tanpa 
membunuh, atau dibuang dari negeri tempat kediamannya yakni 
dipenjarakan jika mereka tidak merampok harta dan hanya menakut-
nakuti masyarakat. Hukuman itu dilaksanakan agar menjadi 
pelajaran bagi yang lain, sekaligus menentramkan masyarakat 
umum bahwa penjahat telah tiada.
96
 
Para ulama berbeda pendapat tentang hukuman untuk jari>mah 
h}ira>bah. Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi‟i, Imam Ahmad, 
dan Syiah Zaidiyah, hukuman untuk pelaku perampokan itu 
berbeda-beda sesuai dengan perbuatannya.
97
 Sebagaimana telah 
diuraikan di atas. Bentuk-bentuk jari>mah h}ira>bah itu ada empat 
macam, yaitu :
98
 
a. Menakut-nakuti orang yang lewat, tanpa membunuh dan 
mengambil harta; 
b. Mengambil harta tanpa membunuh; 
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c. Membunuh tanpa mengambil harta; 
d. Mengambil harta dan membunuh orangnya. 
Menurut mereka, untuk masing-masing perbuatan tersebut 
diterapkan hukuman tertentu yang diambil dari alternatif hukuman 
yang tercantum dalam Surah al-Maidah ayat 33.  
Menurut Imam Malik dan Z}a>hiriyah, hukuman untuk pelaku 
perampokan itu diserahkan kepada hakim untuk memilih hukuman 
mana yang lebih sesuai dengan perbuatan dari alternatif hukuman 
yang tercantum dalam Surah al-Maidah ayat 33 tersebut. Hanya saja 
Imam Malik membatasi pilihan hukuman tersebut untuk selain 
pembunuhan. Untuk tindak pidana pembunuhan maka pilihannya 
hanya dibunuh dan disalib. Sementara Z}a>hiriyah memberikan 
kebebasan penuh kepada hakim untuk memilih hukuman apa saja 
yang sesuai menurut pandangannya dengan perbuatan apa pun dari 
keempat jenis perbuatan tersebut.
99
 
Adapun yang menjadi perbedaan tersebut adalah perbedaan 
penafsiran para ulama terahadap huruf aw ( َْوا) yang terdapat dalam 
Surat al-Maidah ayat 33, yang berbunyi: 
                                                             
99 Ahmad Syarif Abdillah, “Hukuman Bagi Pelaku …, hlm. 291. 
 
 
 
                     
                      
               ....     
Artinya: 
Sesungguhnya pembalasan terhadap orang orang yang memerangi 
Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, 
hanyalah mereka dibunuh, atau disalib, atau dipotong tangan dan 
kaki mereka dengan berimbal balik atau dibuang dari negeri (tempat 
kediamannya)…. (Q.S. Al-Maidah: 33).100 
 
Jumhur ulama berpendapat bahwa huruf aw ( َْوا) dalam ayat 
tersebut dimaksudkan untuk bayan (penjelasan) dan tafs}il (rincian).101 
Dengan demikian, menurut mereka hukuman-hukuman tersebut 
diterapkan sesuai dengan berat ringannya perbuatan (jari>mah) yang 
dilakukan oleh pelaku perampokan.  
Imam Malik dan Z}a>hiriyah berpendapat bahwa huruf aw ( َْوا) 
dalam Surah al-Maidah ayat 33 dimaksudkan untuk takhyir (pilihan) 
dengan demikian, menurut mereka ayat tersebut mengandung arti bahwa 
hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman yang dipandangnya 
paling tepat dan sesuai dengan jenis jari>mah perampokan yang dilakukan 
oleh pelaku.
102
 Hanya saja Imam Malik membatasi pemilihan hukuman 
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untuk tindak pidana pembunuhan, anatara hukuman mati dan salib. 
Alasannya adalah karena pada awalnya setiap pembunuhan hukumannya 
adalah dibunuh (hukuman mati), sehinnga tidaklah tepat apabila tindak 
pembunuhan dalam perampokan dihukum dengan potong tangan dan 
kaki atau pengasingan. Sementara Z}a>hiriyah dalam menerapkan ayat 
tersebut menganut khiyar mutlak sehingga hakim diberi kebebasan penuh 
untuk memilih hukuman-hukuman tersebut, guna diterapkan pada jenis 
perbuatan perampokan yang dilakukan oleh pelaku. 
Sesuai dengan jenis perbuatan perampokan, sebagaimana telah 
disebutkan di atas, di bawah ini akan dijelaskan rincian hukuman untuk 
masing-masing perbuatan tersebut.
103
  
a. Hukuman untuk Menakut-nakuti 
Hukuman untuk jenis tindak pidana perampokan yang pertama 
ini (menakut-nakuti) adalah pengasingan (an-nafyu). Pendapat ini 
dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad. 
Alasannya adalah firman Allah dalam Surah al-Maidah ayat 33:  
...       ...     
Artinya: 
…atau diasingkan dari tempat kediamannya…. (QS. Al-Maidah :33) 
 
Adapun menurut Imam Syafi‟i dan Syi‟ah Zaidiyah, 
hukumannya adalah ta’zi>r atau pengasingan, karena kedua jenis 
hukuman ini dianggap sama. Pengertian pengasingan (an-nafyu) 
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tidak ada kesepakatan dikalangan para ulama. Menurut Malikiyah, 
pengertian pengasingan (an-nafyu) dengan dipenjarakan, tetapi tidak 
selalu di luar daerah terjadinya perampokan. Pendapat yang rajih 
dalam mazhab Syafi‟i mengartikan pengasingan (an-nafyu) dengan 
penahanan (al-habs), baik di daerahnya sendiri, tetapi lebih utama di 
daerah lain. Imam Ahmad berpendapat bahwa pengertian 
pengasingan (an-nafyu) adalah pengusiran pelaku dari daerahnya, 
dan ia tidak diperbolehkan kembali sampai ia jelas telah 
bertaubat.
104
 
Lamanya penahanan menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, 
dan Imam Syafi‟i tidak terbatas. Artinya, tidak ada batas waktu 
tertentu untuk penahanan seorang pelaku perampokan. Oleh karena 
itu, ia tetap dipenjara sampai ia betul-betul bertaubat, dan tingkah 
lakunya menjadi baik. Pendapat itu merupakan pendapat yang rajih 
di kalangan Hanabilah. Sebagian ulama Hanabilah berpendapat 
bahwa masa pengasingan untuk pelaku perampokan adalah satu 
tahun, dengan mengiyaskannya kepada hukuman dalam jari>mah 
zina.  
b. Hukuman untuk Mengambil Harta Tanpa Membunuh 
Apabila jenis perampokan hanya mengambil harta tanpa 
membunuh maka menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi‟i, Imam 
Ahmad, dan Syi‟ah Zahidiyah, hukumannya adalah dipotong tangan 
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dan kakinya dengan bersilang yaitu dipotong tangan kanan dan 
tangan kirinya.
105
 Mereka beralasan dengan firman Allah dalam 
Surah al-Maidah ayat 33: 
...                 ...     
Artinya: 
 … atau dipotong tangan dan kakinya dengan bertimbal balik… 
(QS. Al Maidah:33) 
 
Imam Malik berpendapat, bahwa sesuai dengan penafsiran 
huruf aw ( َْوا) dalam Surah al-Maidah ayat 33, hukuman untuk 
pelaku perampokan dalam pengambilan harta ini diserahkan kepada 
hakim untuk memilih hukuman-hukuman yang terdapat dalam 
Surah al-Maidah ayat 33, asal jangan pengasingan. Hal ini karena 
h}ira>bah itu adalah pencurian berat, sedangkan hukum pokok 
pencurian adalah potong tangan. Oleh karena itu, untuk perampokan 
jenis kedua ini (mengambil harta) tidak boleh lebih ringan daripada 
potong tangan. Itulah sebabnya maka pengasingan (an-nafyu) tidak 
termasuk salah satu alternatif hukuman yang dapat dipilih oleh 
hakim.  
Hikmahnya pengasingan atau pembuangan adalah agar mereka 
merasakan kesengsaraan akibat diasingkan, disamping daerah 
tersebut bersih dari kejahatan-kejahatan. Ahmad Hanafi berpendapat 
bahwa yang dimaksud “diasingkan dari tempat tinggalnya” dalam 
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ayat h}ira>bah bukan berarti pengasingan tetapi penjara.106 Sedangkan 
Z}a>hiriyah, seperti telah diuraikan di atas, menganut alternatif 
(khiyar) mutlak, sehingga hakim diperbolehkan untuk memilih 
hukuman apa saja dari empat jenis hukuman yang tercantum dalam 
Surah al-Maidah ayat 33 tersebut. 
c. Hukuman untuk Membunuh Tanpa Mengambil Harta 
Apabila pelaku perampokan hanya membunuh korban tanpa 
mengambil hartanya menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi‟i, dan 
satu riwayat dari Imam Ahmad, hukumannya adalah dibunuh 
(hukuman mati) sebagai hukuman h}ad tanpa disalib. Sementara 
menurut riwayat yang lain dari Imam Malik dan Imam Z}a>hiri 
hukumannya diserahkan kepada ulil amri untuk memilih.
107
 
d. Hukuman untuk Membunuh dan Mengambil Harta 
Apabila pelaku perampokan membunuh korban dan mengambil 
hartanya menurut Imam Syafi‟i, Imam Ahmad, Syi‟ah Zahidiyah, 
Imam Abu Yusuf, dan Imam Muhammad dari kelompok Hanafiyah, 
hukumannya adalah dibunuh (hukuman mati) dan disalib, tanpa 
dipotong tangan dan kaki.  
Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa dalam kasus 
ini hakim diperbolehkan untuk memilih dari salah satu dari tiga 
alternatif hukuman yaitu apakah dipotong dulu tangan dan kakinya 
secara bersilang, kemudian dihukum mati dan disalib, kedua, 
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dihukum mati saja tanpa disalib dan tanpa potong tangan dan kaki 
secara silang, dan ketiga, disalib kemudian dibunuh.
108
 
Penerapan hukuman potong tangan dan kaki yang dikaitkan 
dengan pengambilan harta dalam kasus yang keempat ini, tentu saja 
berkaitan dengan persyaratan nishab yang rinciannya telah 
dijelaskan dalam syarat-syarat jari>mah h}ira>bah. Terlepas dari 
terpenuhi atau tidaknya persyaratan nishab yang menjadi bahan 
pembicaraan para ulama, dilihat dari teori penyerapan, sebenarnya 
hukuman mati menyerap hukuman-hukuman lain yang lebih ringan, 
termasuk hukuman potong tangan dan kaki. Dengan demikian, 
pendapat jumhur yang hanya menetapkan hukuman mati dan salib, 
tanpa menyertakan potong tangan dan kaki.
109
 
Teknik dan cara hukuman salib juga diperselisihkan oleh para 
ulama. Menurut Imam Syafi‟i dan Imam Ahmad, hukuman salib 
dilaksanakan setelah orang yang terhukum dikenakan hukuman mati 
dengan demikian, orang yang terhukum disalib dengan keadaan 
sudah mati. Alasan mereka adalah menurut redaksi Surah al-Maidah 
ayat 33, hukuman mati disebutkan terlebih dahulu sebelum 
hukuman salib. Oleh karena itu, pelaksanaannya juga harus sesuai 
dengan urutan yang disebutkan ayat tersebut.  
Menurut pendapat yang kuat di kalangan mazhab Maliki, 
hukuman mati dilaksanakan setelah penyaliban. Dengan demikian, 
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menurut pendapat ini orang yang terhukum disalib dalam keadaan 
hidup, baru kemudian ia dibunuh dalam keadaan disalib. Alasan 
mereka adalah bahwa hukuman salib merupakan salah satu jenis 
hukuman, dan hukuman tidak dapat dikenakan kepada orang yang 
sudah mati. Oleh karena itu, orang yang terhukum harus disalib pada 
saat ia masih hidup.
110
 
Lamanya penyaliban juga tidak ada ketentuan yang pasti dan 
oleh karenanya para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Menurut 
Hanabilah lamanya penyaliban itu tergantung pada penyebarluasan 
berita penyaliban itu dikalangan masyarakat. Akan tetapi menurut 
Syafi‟iyah dan Hanafiyah, penyaliban itu dibatasi maksimal hanya 
tiga hari. Pembatasan waktu penyaliban sampai tiga hari merupakan 
pendapat yang tepat, karena manusia yang telah meninggal dunia 
apabila lebih dari tiga hari, ia akan membusuk, dan hal ini tentu saja 
akan menimbulkan gangguan dan bahaya bagi manusia yang masih 
hidup yang ada di sekitarnya.
111
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BAB III 
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLATEN NOMOR 140/ Pid. B/ 
2016/ PN. Kln TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN 
KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN 
 
A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Klaten 
1. Letak Geografis  
 
Kabupaten Klaten terdiri atas 26 kecamatan, yang dibagi lagi 
atas 391 desa dan 10 kelurahan. Ibukota kabupaten ini adalah Klaten, 
yang sebenarnya terdiri atas tiga kecamatan yaitu Klaten Utara, Klaten 
Tengah, dan Klaten Selatan. Klaten dulunya merupakan Kota 
Administratrif, namun sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 
tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, tidak dikenal adanya kota 
administratif dan Kota Administratif Klaten kembali menjadi bagian dari 
 
 
 
wilayah Kabupaten Klaten. Di bawah ini merupakan data Kecamatan 
yang ada di Kabupaten Klaten : 
1. Bayat 
2. Cawas 
3. Ceper 
4. Delanggu 
5. Gantiwarno 
6. Jatinom 
7. Jogonalan 
8. Juwiring 
9. Kalikotes 
10. Karanganom 
11. Karangdowo 
12. Karangnongko 
13. Kebonarum 
14. Kemalang 
15. Klaten Utara 
16. Klaten Tengah 
17. Klaten Selatan 
18. Manisrenggo 
19. Ngawen 
20. Pedan 
21. Polanharjo 
22. Prambanan 
23. Trucuk 
24. Tulung 
25. Wedi 
26. Wonosari 
 
2. Sejarah Singkat Pengadilan Negeri Klaten 
Pengadilan Negeri Klaten sejak zaman Belanda sudah ada 
dengan nama Landraad akan tetapi nama ini mengalami perubahan 
sesuai dengan situasi pada waktu itu, perubahan tersebut dapat dilihat 
pada zaman Belanda bernama Landraad Klaten atau sebagai Judex 
Factio, pada masa kemerdekaan ada perubahan nama menjadi 
 
 
 
Pengadilan Ekonomi dan menempati gedung di Klaten, bangunan 
gedung didirikan pada tahun 1918, kemudian pada Tahun 1981/1982 
gedung Pengadilan Negeri Klaten berpindah ke gedungnya yang baru 
terletak di Jalan Raya Klaten-Solo KM. 2 Klaten, Kelurahan 
Cungkrungan, Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten dengan nama 
Pengadilan Negeri Klaten luas tanah dan bangunan secara keseluruhan 
ada + 4.000 M
2
 sampai sekarang. 
Gedung Pengadilan Negeri Klaten yang baru diresmikan pada 
tanggal 20 Desember 1983 oleh Bapak H. Oesman Sahidi, SH jabatan 
Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman R.I Propinsi Jawa 
Tengah. Pada tahun 1995 terjadi REUISLAGH yaitu Tanah dan 
Bangunan gedung Kantor Pengadilan Negeri Klaten yang terletak di 
Klaten menjadi milik Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten yang 
kemudian dijadikan kantor Radio Suara Pembangunan Daerah (RSPD) 
Kabupaten Klaten. 
Adapun Ketua Pengadilan Negeri Klaten sejak jaman Landraad 
sampai sekarang yang pernah menjabat yaitu : 
1) SUDIJONO, SH 
2) SUWIJOTO, SH 
3) R. SUPARDIMAN, SH 
4) M. BOEANG, SH. 
5) ODJAK SOETISNA, SH 
6) SARIJANTO, SH. 
 
 
 
7) HARINI INDRA WIJOSO, SH. (1992 - 1995) 
8) JETTY ELIAS PARDJONO, SH. (1995 - 1997)  
9) MANIS SOEJONO, SH ( 1997 - 1998) 
10) NK. SIMATUPANG, SH ( 1998 - 2000) 
11) E. SUMARGONO, SH. (2000 - 2001) 
12) FATHURAHMAN, SH.( 2001 - 2003) 
13) ROBA’A, SH (2003 - 2005) 
14) H. MOHAMMAD IDROES, SH, MHum (2005 - 2007) 
15) H. RASMINTO, SH. MHum. (2007 - 2009) 
16) SANTUN SIMAMORA, SH. MH. (17 September 2009 - Mei 
2012 ) 
17) EKA BUDHI PRIJANTA, SH.,MH (Mei 2012 - Februari 2014) 
18) TATIK HADIYANTI, SH.,MH (Maret 2014 - Februari 2015) 
19) JUMONGKAS LUMBAN GAOL, SH.,MH (Februari 2015 - 
Agustus 2015) 
20) PURWANTO, SH. (Agustus 2015 - Februari 2016) 
21) SUGIYANTO, SH. (Agustus 2017) 
3. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Klaten  
a. VISI 
Terwujudnya Badan Peradilan pada Pengadilan Negeri Klaten 
yang Agung 
b. MISI 
 
 
 
1) Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, 
dan transparan. 
2) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam 
rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat. 
3) Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan 
efisien. 
4) Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan 
yang efektif dan efisien. 
5) Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
4. Susunan Organisasi Pengadilan Negeri Klaten 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Kedudukan Pengadilan Negeri Klaten berada di bawah lembaga 
Mahkamah Agung RI/Badan Peradilan Umum/Pengadilan Tinggi 
 
 
 
Semarang sebagai penyelenggara Kekuasaan Kehakiman yang bertugas 
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan 
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tugas pokok Pengadilan 
Negeri Klaten adalah menerima, memeriksa, mengadili, dan 
menyelesaikan perkara. 
Dengan demikian, Pengadilan Negeri Klaten berfungsi 
memberikan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan di bidang 
Peradilan Umum, mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-
bedakan orang, dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan 
untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya 
ringan. Pengadilan Negeri Klaten dipimpin oleh seorang Ketua dan 
dibantu oleh seorang Wakil Ketua serta Hakim-hakim yang melakukan 
pengawasan dan bertugas serta bertanggung jawab atas terselenggaranya 
Peradilan dengan baik dan menjaga terpeliharanya citra dan wibawa 
Pengadilan yang didukung oleh keamanan dan kehendak baik dari 
Pimpinan Struktural dan Pejabat Peradilan lainnya. 
Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri tersebut tentu tidak 
dapat dipisahkan dengan tugas pokok dan fungsi Kepaniteraan maupun 
Kesekretariatan, karena rangkaian keseluruhan tugas pokok tersebut 
dapat berjalan dengan efektif bila memfungsikan tugas-tugas 
Kepaniteraan mulai proses pendaftaran, persidangan, memutus perkara 
sampai dengan pelaksanaan eksekusi serta dengan memfungsikan tugas-
 
 
 
tugas Kesekretariatan yang menyangkut sarana prasarana dan 
perlengkapan. 
 
 
 
B. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten Tentang Tindak 
Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian 
Perkara Nomor 140/ Pid. B/ 2016/ PN. Kln  
1. Deskripsi perkara Nomor 140/ Pid. B/ 2016/ PN. Kln Tentang 
Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan 
Kematian 
Disini penulis akan menceritakan kronologi kasus tindak pidana 
pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian, bahwa Terdakwa 
pada hari Jum‟at 22 April 2016 sekitar pukul 08.30 WIB atau pada suatu 
waktu dalam bulan April tahun 2016 bertempat di rumah saksi Legimin di 
Dk. Rejodadi, Rt 22 Rw. 10 Ds. Trucuk, Kec. Trucuk, Kab. Klaten. Setidak-
tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten, 
“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang 
lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai 
atau dikiuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, 
dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau 
dalam hal untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya 
 
 
 
atau untuk menguasai barang yang dicuri, yang mengakibatkan kematian,” 
yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: 
Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Senin tanggal 18 April 
2016 pukul 18.00 WIB berada di Dk. Tegalrejo, Ds. Karangpakel, Kec. 
Trucuk, Kab. Klaten yaitu di tempat kakak terdakwa Purwati, terdakwa minta 
ijin pamit untuk pulang ke Pekalongan, setelah terdakwa minta ijin kemudian 
terdakwa berangkat pulang ke Pekalongan. Sesampainya di terminal Bus 
Klaten lalu terdakwa bingung karena untuk biaya transportasi pulang ke 
Pekalongan tidak cukup.  Bahwa karena biaya transportasi tidak mencukupi 
lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil sesuatu milik orang lain tanpa hak 
dan saat itu terdakwa mempunyai inisiatif yang mana sasarannya adalah 
rumah saksi Legimin yang berada tidak jauh dari rumah kakak terdakwa yang 
mana rumah tersebut ada toko kelontong kemungkinan ada uang banyak 
ditempat tersebut. Kemudian terdakwa mencari waktu yang tepat untuk 
merecanakan terlebih dahulu dan pada hari Kamis tanggal 21 April 2016 
pukul 15.00 WIB terdakwa berangkat jalan kaki dari terminal menuju rumah 
saksi Legimin sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa sampai di dekat rumah saksi 
Legimin kemudian terdakwa bersembunyi di kebun jagung yang berada di 
depan rumahnya sambil memantau rumah saksi Legimin tersebut semalaman 
terdakwa menunggu waktu untuk melakukan aksinya. 
Bahwa keesokan harinya pada hari Jum‟at tanggal 22 April 2016 
pukul 06.30 WIB terdakwa melihat anak saksi Legimin sudah berangkat 
sekolah dan pukul 08.30 WIB saksi Legimin berangkat ke pasar sedangkan 
 
 
 
korban Eni (istri dari saksi Legimin) sedang mencuci baju di belakang. 
Setelah melihat situasi sepi lalu terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut 
melalui pintu depan dan terdakwa langsung menuju kamar anak korban lalu 
membuka almari melihat ada uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta 
rupiah) kemudian uang tersebut terdakwa kantongi. Selanjutnya terdakwa 
menuju kamar korban melihat tas kresek warna orange di gantung di samping 
kamar korban ada uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian 
terdakwa mengambil uang tersebut selanjutnya terdakwa kantongi. 
Selanjutnya terdakwa menuju ke toko rumah tersebut dan saat di dalam toko 
terdakwa melihat di dalam laci toko/kasir tersebut ada 1 (satu) batang HP 
merk nokia warna merah dan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) 
kemudian uang dan hp tersebut langsung terdakwa ambil dan dimasukkan di 
saku. Selanjutya terdakwa ingat tas terdakwa yang berisikan baju terdakwa 
ketinggalan di kamar anak korban kemudian terdakwa menuju kamar anak 
korban untuk mengambil tas tersebut, setelah mengambilnya terdakwa keluar 
dari kamar tiba-tiba korban Eni melihat terdakwa lalu secara spontan 
terdakwa membungkam mulut korban Eni menggunakan tangan kiri terdakwa 
dan langsung membalikan badannya dan kembali membungkam mulutnya 
dengan menggunakan kedua tangan terdakwa hingga korban Eni teriak-teriak 
“tulung-tulung”, kemudian saat itu juga terdakwa langsung memukul korban 
Eni dengan keras menggunakan tangan kanan terdakwa dengan cara 
menggenggam mengenai kepala bagian belakang sebanyak 3 kali, dan pada 
saat terdakwa melakukan pemukulan tersebut terdakwa menggunakan mata 
 
 
 
akik terdakwa, saat terdakwa pukul posisi tangan kiri terdakwa masih 
membungkam mulut korban Eni lalu korban berontak dengan menggigit 
tangan terdakwa. Selanjutnya terdakwa mendorong korban Eni hingga 
terjatuh sehingga bagian mata korban tersebut terbentur lantai, saat terjatuh 
korban Eni masih sempat teriak “tulung-tulung” dan karena panik terdakwa 
langsung mencekik korban Eni menggunakan tangan kiri terdakwa dengan 
posisi terdakwa diatas korban Eni hingga korban tersebut susah nafas dan 
terdakwa terus mencekik hingga korban kejang-kejang. Selanjutnya korban 
Eni, oleh terdakwa dipegang kakinya menggunakan kedua tangan terdakwa 
kemudian terdakwa seret masuk ke kamar kemudian terdakwa mengambil 
sebuah helm standart warna hitan bertuliskan “HONDA TRX-3” yang ada di 
kamar dan terdakwa juga kunci motor yang ada diruang tamu, lalu terdakwa 
mengeluarkan sepeda motor yamaha mio tahun 2010, warna merah marun, 
nopol: AD 2707 EV. Selanjutnya terdakwa meninggalkan rumah saksi 
Legimin dengan membawa motor tersebut menuju ke arah Cawas dan 
langsung menuju ke Pekalongan. Bahwa atas kejadian tersebut saksi Legimin 
melaporkan ke Polres Klaten. 
Akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Legimin 
menderita kerugian sebesar Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu 
rupiah), selain itu perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Eni meninggal 
dunia. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 
353/100/IV/14.32 tanggal 22 April 2016 yang ditandatangani oleh dokter 
pemeriksa yaitu Dr. Ninik Dwi Indrati dokter pada puskesmas Trucuk I Kab. 
 
 
 
Klaten. Dengan kesimpulan sebab kematian korban tidak dapat ditentukan 
karena hanya dilakukan pemeriksaan luar, kemungkinan akibat benturan 
benda tumpul pada kepala bagian atas belakang (7a). Untuk mengetahui 
sebab yang pasti perlu dilakukan pemeriksaan dalam. 
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 
pasal 365 ayat (3) KUHP. 
2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara 
Nomor 140/ Pid. B/ 2016/ PN. Kln 
Berdasarkan alat bukti yang telah diajukan, baik berupa barang bukti, 
bukti surat dan alat petunjuk yang semuanya itu sudah dicantumkan di dalam 
putusan. Bahwa terhadap bukti surat tersebut oleh saksi-saksi dan terdakwa 
telah dibenarkan. 
Berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan terdakwa 
yang dihubungkan dengan alat bukti dan bukti surat yang diajukan dalam 
persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: 
a) Terbukti terdakwa Doni telah melakukan kekerasan yang mengakibatkan 
korban Eni meninggal dunia. 
b) Terbukti terdakwa Doni telah mengambil 1 (satu) unit spm Yamaha Mio, 
tahun 2010, warna merah marun, Nopol : AD 2707 EV, Noka : 
MH328D20BAJ352486, Nosin: 28D1352749, beserta kunci kontaknya, 
uang sejumlah Rp. 486.000 (empat ratus delapan puluh enam ribu 
rupiah), 1 (satu) batang HP merek Nokia, warna merah, IMEI 
 
 
 
3552220/05/869650/8 dan 855220/05/869651/4, dan 1 (satu) buah helm 
standart warna hitam, yang bertuliskan Honda TRX 3. 
c) Terbukti telah melanggar ketentuan yang di atur dalam pasal 365 ayat (3) 
KUHP. 
Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta-fakta hukum tersebut 
selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan dari penuntut 
umum yaitu Primair sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (3) KUHP 
Subsider sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (1) KUHP. 
Menimbang, bahwa dakwaan Penutut Umum tersebut bersifat 
Subsideritas maka Majelis Haim terlebih dahulu mempertimbangkan 
dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan tersebut tidak terbukti 
maka akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya. 
Bahwa dakwaan Primer Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam 
Pasal 365 ayat (3) KUHP tersebut mengandung unsur-unsur pidana sebagai 
berikut: 
1. Unsur Barang siapa 
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah 
manusia atau orang yang menjadi subjek hukum atau pelaku tindak pidana 
yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan secara 
hukum. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa 
Doni dan telah diperiksa di persidangan identitas lengkap terdakwa sama 
dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas 
perkara ini sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.  
 
 
 
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepuyaan 
orang lain 
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan 
dipersidangan bahwa pada hari jum‟at, tanggal 22 April 2016 sekitar pukul 
08.00 wib di rumah saksi legimin di Dk. Rejodadi, Rt 22 Rw. 10 Ds. Trucuk, 
Kec. Trucuk, Kab. Klaten, pada saat terdakwa akan pulang ke Pekalongan 
ternyata tidak punya ongkos untuk biaya transportasi pulang ke Pekalongan 
dimana untuk perjalanan dibutuhkan sekitar Rp. 90.000,- (sembilan puluh 
ribu rupiah) sedangkan Terdakwa hanya mempunyai uang Rp. 15.000,- (lima 
belas ribu rupiah). Lalu karena kekuarangan uang untuk pulang kemudian 
timbul niat terdakwa untuk mengambil sesuatu milik orang lain tanpa hak dan 
saat itu terdakwa mempunyai inisiatif yang mana sasarannya adalah rumah 
saksi Legimin yang mana rumah tersebut sepi dan jauh dari tetangga serta 
Terdakwa sudah mengetahui jika korban (istri saksi Legimin) menyimpan 
uang di kardus bekas sepatu karena seminggu sebelumnya pernah bekerja 
sebagai laden tukang batu.  
Menimbang, bahwa sekitar sore hari terdakwa berangkat jalan kaki 
dari terminal menuju rumah saksi Legimin kemudian terdakwa bersembunyi 
di kebun jagung yang berada di depan rumah saksi Legimin sambil memantau 
rumah saksi Legimin tersebut semalaman terdakwa menunggu waktu untuk 
melakukan aksinya. lalu keesokan harinya pada hari Jum‟at tanggal 22 April 
2016 terdakwa melihat anak saksi Legimin sudah berangkat sekolah dan 
disusul saksi Legimin berangkat ke pasar untuk belanja sedangkan korban Eni 
 
 
 
(istri dari saksi Legimin) sedang mencuci baju di belakang. Setelah melihat 
situasinya agak sepi lalu terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui 
pintu depan dan terdakwa langsung menuju kamar anak korban dan di kamar 
tersebut terdakwa membuka almari anak korban kemudian terdakwa melihat 
ada uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian uang tersebut 
terdakwa kantongi. Selanjutnya terdakwa menuju kamar korban melihat tas 
kresek warna orange di gantung di samping kamar korban ada uang Rp. 
300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mengambil uang 
tersebut selanjutnya terdakwa kantongi. Selanjutnya terdakwa menuju ke toko 
rumah tersebut dan saat di dalam toko terdakwa melihat di dalam laci 
toko/kasir tersebut ada 1 (satu) batang HP merk nokia warna merah dan uang 
sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mengambil 
sebuah helm standart warna hitan bertuliskan “HONDA TRX-3” yang ada di 
kamar dan terdakwa juga kunci motor yang ada diruang tamu, lalu terdakwa 
mengeluarkan sepeda motor yamaha mio tahun 2010, warna merah marun, 
nopol: AD 2707 EV dan dibawa pergi ke rumah terdakwa di Pekalongan, 
sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan. 
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum 
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” menurut 
Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang 
barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang tersebut 
berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang 
tersebut misalnya: menjual, memakan, memakai, dan lain-lain. 
 
 
 
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan 
dipersidangan bahwa setelah mendapatkan uang dan barang-barang milik 
saksi Legimin dan korban Eni tersebut lalu sebagian besar Terdakwa gunakan 
untuk makan dan mentraktir makan teman-teman Terdakwa, sehingga unsur 
ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan. 
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman 
kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau 
mempermudah pencurian atau dalama hal untuk menguasai barang yang 
dicuri 
Menimbang, bahwa menurut penjelasan R. Soesilo sebagaimana 
diatur dalam pasal 89 KUHP yang dimaksud dengan menggunakan kekerasan 
adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara 
tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan berbagai senjata, 
menyepak, menendang dan sebagainya. 
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan 
dipersidangan bahwa setelah mengambil uang dan barang-barang milik saksi 
Legimin dan korban Eni, terdakwa ingat tas terdakwa yang berisikan baju 
terdakwa ketinggalan di kamar anak korban kemudian terdakwa menuju 
kamar anak korban untuk mengambil tas tersebut, setelah mengambilnya 
terdakwa keluar dari kamar tiba-tiba korban Eni melihat terdakwa lalu secara 
spontan terdakwa membungkam mulut korban Eni menggunakan tangan kiri 
terdakwa dan langsung membalikan badannya dan kembali membungkam 
mulutnya dengan menggunakan kedua tangan terdakwa hingga korban Eni 
 
 
 
teriak-teriak “tulung-tulung”, kemudian saat itu juga terdakwa langsung 
memukul korban Eni dengan keras menggunakan tangan kanan terdakwa 
dengan cara menggenggam mengenai kepala bagian belakang sebanyak 3 
kali, dan pada saat terdakwa melakukan pemukulan tersebut terdakwa 
menggunakan mata akik terdakwa, saat terdakwa pukul posisi tangan kiri 
terdakwa masih membungkam mulut korban Eni lalu korban berontak dengan 
menggigit tangan terdakwa. Selanjutnya terdakwa mendorong korban Eni 
hingga terjatuh sehingga bagian mata korban tersebut terbentur lantai, saat 
terjatuh korban Eni masih sempat teriak “tulung-tulung” dan karena panik 
terdakwa langsung mencekik korban Eni menggunakan tangan kiri terdakwa 
dengan posisi terdakwa diatas korban Eni hingga korban tersebut susah nafas 
dan terdakwa terus mencekik hingga korban kejang-kejang. Selanjutnya 
korban Eni, oleh terdakwa dipegang kakinya menggunakan kedua tangan 
terdakwa kemudian terdakwa seret masuk ke kamar kemudian terdakwa 
mengambil sebuah helm standart warna hitan bertuliskan “HONDA TRX-3” 
yang ada di kamar dan terdakwa juga kunci motor yang ada diruang tamu, 
lalu terdakwa mengeluarkan sepeda motor yamaha mio tahun 2010, warna 
merah marun, nopol: AD 2707 EV. Selanjutnya terdakwa meninggalkan 
rumah saksi Legimin dan langsung menuju ke Pekalongan. 
Menimbang, bahwa benar terdakwa melakukan kekerasan terhadap 
korban di ruang tengah dan setelah korban pingsan (kondisi korban masih 
kejang-kejang) terdakwa seret dan sembunyikan diruang kamar belakang 
dengan tujuan untuk menyembunyikan korban karena pintu belakang terbuka 
 
 
 
sehingga takut kelihatan dari luar, sehingga unsur ini telah terbukti secara sah 
dan meyakinkan. 
5. Jika perbuatan mengakibatkan kematian. 
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan 
dipersidangan bahwa setelah terdakwa pergi dari rumah saksi Legimin, tak 
lama setelah selesai belanja saksi Legimin pulang dan sesampainya di rumah 
saksi memikirkan motor yang saksi gunakan, kemudian saksi memanggil istri 
saksi yaitu korban Eni untuk minta bantuan menurunkan barang belanjaan 
tetapi tidak ada respon. Kemudian saksi turun sendiri untuk dimasukan ke 
dalam toko lalu setelah sholat dhuha saksi Legimin mempunyai perasaan 
yang tidak emak lalu saksi mengecet kamar anak saksi Legimin yang paling 
belakang (biasaanya korban merias dikamar tersebut) lalu saksi terkejut 
menemukan korban saksi tergeletak dilantai dengan posisi tangan terlentang 
ke atas mata sedikit terlihat dan ada luka di bibir sebelah kiri dan tidak ada 
darah. Kemudian saksi Legimin spontan teriak-teriak minta tolong kepada 
warga sekitar, lalu datang saksi Mariyono kenudian korban dibopong keatas 
kasur dan setelah itu dibawa ke klinik Nova Medika , Wanglu, Trucuk, 
Klaten. Dan setelah sampai di klinik tersebut dari hasil pemeriksaan diketahui 
korban Eni sudah meninggal dunia. 
Menimbang, bahwa kemudian pada saat disucikan jenazah korban 
terdapat luka benjol di kepala dan bekas luka cekikan di leher, padahal 
sebelum kejadian tidak terdapat luka tersebut dan atas dasar itu lalu saksi 
Ponimin (kakak ipar saksi Legimin) melaporkan kejadian ke Polsek Trucuk. 
 
 
 
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa di persidangan 
bahwa terdakwa mengetahui jika seseorang dicekik lehernya bisa berakibat 
meninggal dunia dan terdakwa mengaku telah mencekik korban Eni sampai 
kejang-kejang, hal tersebut bersesuaian dengan Visum Et Repertum Nomor : 
353/100/IV/14.32 tanggal 22 April 2016 yang ditandatangani oleh dokter 
pemeriksa yaitu Dr. Ninik Dwi Indarti, dokter pada Puskesmas Trucuk I Kab. 
Klaten. Dengan kesimpulan sebab kematian korban tidak dapat ditentukan 
karena hanya dilakukan pemeriksaan luar, kemungkinan akibat benturan 
benda tumpul pada kepala bagian atas belakang (7a). Untuk mengetahui 
sebab yang pasti perlu dilakukan pemeriksaan dalam. Akan tetapi pada poin 8 
hasil pemeriksaan luar bagian leher diketahui jika terdapat luka dan teraba 
retak tulang, sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan. 
Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (3) 
KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti 
secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam 
dakwaan Primair Penuntut Umum. 
Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum terbukti secara 
sah dan meyakinkan, maka dakwaan selanjutnya tidak relevan untuk 
dibuktikan lagi. 
Menimbang, bahwa dalam persidangann Majelis Hakim tidak 
menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, 
baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus 
mempertanggungjawabkan perbuatannya. 
 
 
 
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung 
jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. 
Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah 
dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan 
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan 
terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar 
terdakwa tetap berada dalam tahanan. 
Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota 
Pembelaan (Pledoi) secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa di 
persidangan yang menyatakan agar Terdakwa Doni bebas dari segala 
dakwaan dan tuntutan dan agar 1 (satu) buah cincin akik dikembalikan 
kepada pemiliknya, karena terdakwa telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Penuntut 
Umum. 
 Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan  
dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 
Menimbang, barang bukti berupa: 
1) 1 (satu) unit spm Yamaha Mio, tahun 2010, warna merah marun, Nopol : 
AD 2707 EV, Noka : MH328D20BAJ352486, Nosin: 28D1352749, 
beserta kunci kontaknya. 
2) Uang sejumlah Rp. 486.000 (empat ratus delapan puluh enam ribu 
rupiah). 
 
 
 
3) 1 (satu) batang HP merek Nokia, warna merah, IMEI 
3552220/05/869650/8 dan 855220/05/869651/4. 
4) 1 (satu) buah helm standart warna hitam, yang bertuliskan Honda TRX 3, 
yang telah disita dari saksi Legimin maka perlu ditetapkan agar 
dikembalikan kepada saksi Legimin. 
Menimbang, bahwa barang bukti beripa 1 (satu) buah cincin akik, 
yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan 
agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan. 
Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, 
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan 
yang meringankan terdakwa. 
Keadaan yang memberatkan 
a) Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban Eni Murtini meninggal 
dunia 
b) Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Legimin 
c) Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat 
Keadaan yang meringankan 
a) Terdakwa bersikap sopan di persidangan 
b) Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi 
perbuatannya  
c) Terdakwa belum pernah dihukum. 
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka 
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara. 
 
 
 
Memperhatikan, pasal 365 ayat (3) KUHP dan Undang-undang 
Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-
undangan lain yang bersangkutan. 
 
3. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten Nomor 140/ Pid. 
B/ 2016/ PN. Kln 
PUTUSAN 
Nomor 140/Pid.B/2016/PN Kln 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA 
ESA 
Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara-perkara pidana 
dalam acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan 
sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa: 
Nama    : Doni 
Tempat lahir   : Pekalongan 
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/21 Oktober 1992 
Jenis kelamin   : Laki-laki 
Kebangsaan   : Indonesia 
Tempat tinggal : Dukuh Legokclile RT 9 RW 4 Desa 
Legokclile Kecamatan Bojong Kabupaten 
Pekalongan 
Agama    : Islam 
Pekerjaan  : Buruh Harian Lepas 
 
 
 
Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan 
tanggal 28 April 2016 
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh: 
1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 28 April 2016 sampai dengan 
tanggal 17 Mei 2016. 
2. Perpanjangan Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 18 Mei 2016 
sampai dengantanggal 26 Juni 2016. 
3. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai 
dengan tanggal 11 Juli 2016. 
4. Hakim, terhitung sejak tanggal 27 Juni 2016 sampai dengan tanggal 
26 Juli 2016. 
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri terhitung sejak tanggal 27 
Juli 2016 sampai dengan tanggal 24 September 2016. 
Dipersidangan terdakwa didampingi oleh Sigit Pratomo, S.H. 
Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Perum Krapyak Permai No. 
26/I Klaten Selatan, Klaten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 
2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten dibawah 
Nomor 224/2016 tanggal 25 Juli 2016. 
Pengadilan Negeri tersebut; 
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan; 
Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum; 
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa; 
Telah memperhatikan barang bukti; 
 
 
 
Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokokmya 
berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana 
sebagaimana termuat dalam dakwaan Primair dan oleh karena itu 
menuntut hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut: 
1) Menyatakan bahwa terdakwa Doni terbukti secara syah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana “melakukan pencurian dengan 
kekerasan yang mengakibatkan kematian” sebagaimana diatur dan 
diancam pidana dalam pasal 365 ayat (3) KUHP sebagaimana dalam 
dakwaan primair penuntut umum; 
2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 13 (tiga belas) 
tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan 
perintah agar tetap ditahan. 
3) Menyatakan barang bukti berupa: 
- 1 (satu) unit spm Yamaha Mio, tahun 2010, warna merah marun, 
Nopol: AD-2707-EV, Noka: MH328D20BAJ352486, Nosin: 
28D1352749, beserta kunci kontaknya; 
- Uang sejumlah Rp. 486.000,00 (empat ratus delapan p[uluh enam ribu 
rupiah); 
- 1 (satu) batang HP merek Nokia, warna merah, IMEI 
355220/05/869650/8 dan 355220/05/869651/4; 
- 1 (satu) buah helm standart warna hitam, yang bertuliskan Honda TRX 
3, yang telah disita dari saksi Legimin maka perlu ditetapkan agar 
dikembalikan kepada saksi Legimin; 
 
 
 
- 1 (satu) buah cincin akik 
Dirampas untuk dimusnahkan. 
4) Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar 
Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah). 
Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut 
terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan Nota Pembelaan (Pledoi) 
secara tertulis dan menyatakan sebagai berikut: 
PRIMAIR: 
1. Menyatakan terdakwa Doni bebas dari segala dakwaan dan tuntutan 
2. Mengembalikan 1 (satu) buah cincin akik kepada pemiliknya 
3. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Negara 
Namun apabila Hakim pemeriksa berpendapat lain, maka Penasihat 
Hukum Terdakwa berikut Terdakwa Doni memohon: 
SUBSIDAIR: 
Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); 
Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan (Pledoi) secara tertulis dari 
penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan 
Tanggapan/Repliknya secara tertulis pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 
2016; 
Menimbang, bahwa atas Tanggapan/Replik dari Penuntut Umum 
tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyampaikan tanggapan 
(duplik) secara lisan yang pada intinya tetap pada Nota Pembelaan/Pledoi 
semula; 
 
 
 
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut 
Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan. 
Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut 
Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi); 
MENGADILI 
1) Menyatakan Terdakwa Doni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana “PENCURIAN DENGAN KEKERASAN 
YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN” 
2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Doni oleh karena itu dengan 
pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun. 
3) Menetapkan bahwa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan tersebut. 
4) Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. 
5) Menetapkan barang bukti berupa: 
- 1 (satu) unit spm Yamaha Mio, tahun 2010, warna merah marun, 
Nopol: AD-2707-EV, Noka: MH328D20BAJ352486, Nosin: 
28D1352749, beserta kunci kontaknya; 
- Uang sejumlah Rp. 486.000,00 (empat ratus delapan p[uluh enam ribu 
rupiah); 
- 1 (satu) batang HP merek Nokia, warna merah, IMEI 
355220/05/869650/8 dan 355220/05/869651/4; 
 
 
 
- 1 (satu) buah helm standart warna hitam, yang bertuliskan Honda TRX 
3, yang telah disita dari saksi Legimin maka perlu ditetapkan agar 
dikembalikan kepada saksi Legimin; 
- 1 (satu) buah cincin akik 
Dirampas untuk dimusnahkan 
6) Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara 
sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah). 
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis 
Hakim pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 oleh kami Dian 
Herminasari, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Ari Prabawa, S.H. dan 
Sagung Bunga Maya Saputri A., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota 
putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan 
yang terbuka untuk umum oleh kami Dian Herminasari, S.H. sebagai Hakim 
Ketua Majelis, Ari Prabawa, S.H. dan Wahyu Setioadi, S.H. masing-masing 
sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Janu Praptono, S.H. sebagai 
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri Aji 
Rahmadi, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten dan 
dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya. 
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BAB IV 
ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLATEN 
NO. 140/PID.B/2016/PN. KLN TENTANG TINDAK PIDANA 
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN 
KEMATIAN 
 
A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan 
Negeri Klaten No. 140/Pid.B/2016/PN. Kln Tentang Tindak Pidana 
Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian 
Hakim adalah organ pengadilan yang memegang kekuasaan 
kehakiman, yaitu kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan 
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila 
terselenggaranya negara hukum. Kedudukan para hakim yang dimaksud 
diatas telah di atur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang 
Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Begitu pula perincian 
wewenang dan tugasnya dalam KUHAP, khusus mengenai bidang acara 
pidana.
1
 
Hakim juga berkewajiban untuk menggali nilai-nilai hukum yang 
hidup dan berkembang dalam masyarakat sehingga putusan yang dikeluarkan 
benar, adil dan tetap menghormati manusia sebagai seorang hamba bukan 
sebagai objek perkara belaka. Majelis hakim dalam menerima, memeriksa, 
mengadili dan memutuskan perkara dianggap tahu akan hukumnya. Hal ini 
                                                             
1 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 
95. 
 
 
 
dikenal dengan asas ius curia novit. Apabila hukum tertulis tidak ditemukan 
maka hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan 
rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. 
Bahwa hakim dalam pengambilan putusan didasarkan kepada surat 
dakwaan jaksa penuntut umum dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang 
pengadilan.
2
 Bahwa dalam putusan perkara Nomor 140/Pid.B/2016/PN/Kln 
dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum yaitu primair sebagaimana diatur dalam 
pasal 365 ayat (3) KUHP, subsidair sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat 
(1) KUHP. 
Hal ini berdasarkan pada Pasal 191 huruf d KUHP, sebagai berikut: 
Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan 
beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang 
menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.
3
 
Menurut KUHAP pada Pasal 184 alat bukti yang sah yang dapat 
dijadikan dalam acara pidana antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, 
surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam Putusan Nomor 140/ Pid. 
B/2016/PN. Klt saksi yang dihadirkan dalam persidangan terdapat 5 saksi 
yaitu saksi Legimin adalah suami korban Eni Murtini dalam kasus ini. Saksi 
Mariyono adalah tetangga korban dan saksi Legimin yang pada awalnya mau 
membeli di toko milik saksi Legimin, saat sampai dirumah saksi Legimin 
mendengar saksi Legimin teriak-teriak meminta tolong dengan adanya hal 
tersebut saksi masuk ke rumah milik saksi Legimin dan melihat istri saksi 
                                                             
2 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia..., hlm. 283. 
3 Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 312. 
 
 
 
Legimin yaitu Eni Murtini dalam keadaan tangan telentang dikamar lalu 
membawa korban ke rumah sakit di Trucuk, tidak lama kemudian ada petugas 
rumah sakit yang menyatakan bahwa korban telah meninggal dunia. Saksi 
Ponimin adalah kakak ipar saksi Legimin, pada saat itu saksi sedang 
mengajar lalu dihubungi oleh saksi Legimin dalam keadaan menangis 
kebingungan yang intinya istrinya sakit, saksi bilang suruh segera dibawa 
kerumah sakit dan setelah itu saksi langsung pulang menuju Klinik Nova 
Medika Wanglu Trucuk dan dari hasil pemeriksaan diketahui korban Eni 
Murtini sudah meninggal dunia. Saksi Hendra dan saksi Saputra Sutyas Aji 
adalah anggota polres Klaten yang melakukan penangkapan terhadap 
terdakwa.  
Selanjutnya pembuktian dari keterangan terdakwa, di persidangan 
Terdakwa menerangkan yang pada pokoknya: 
1. Bahwa benar terdakwa mengenal korban dan saksi Legimin karena 
seminggu sebelumnya pernah bekerja sebagai laden tukang batu; 
2. Bahwa benar terdakwa tidak punya biaya transportasi untuk pulang ke 
Pekalongan karena kekurangan uang untuk pulang kemudian timbul niat 
terdakwa untuk mencuri di rumah saksi Legimin. Karena rumah tersebut 
sepi dan jauh dari tetangga serta terdakwa sudah mengetahui jika korban 
(istri saksi Legimin) menyimpan uang di kardus bekas sepatu; 
3. Bahwa benar pada saat mengambil uang di kamar terdakwa melihat 
korban sedang menjemur pakaian; 
 
 
 
4. Bahwa benar terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban karena 
waktu itu kepergok saat akan mengambil tas yang tertinggal; 
5. Bahwa benar saat dibungkam mulutnya oleh terdakwa, korban sempat 
melakukan perlawanan; 
6. Bahwa benar terdakwa mencekik korban karena panik ketahuan tetangga. 
7. Bahwa benar terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban di ruang 
tengah dan setelah korban pingsan terdakwa seret dan disembunyikan di 
ruang kamar belakang dengan tujuan karena pintu belakang terbuka 
sehingga takut kelihatan dari luar; 
8. Bahwa benar sewaktu menyeret korban ke kamar belakang korban masih 
kejang-kejang; 
9. Bahwa terdakwa mengetahui jika seseorang dicekik lehernya bisa 
berakibat meninggal dunia; 
10. Bahwa benar uang yang diambil terdakwa sebagian besar sudah 
digunakan untuk makan dan mentraktir makan teman-teman terdakwa; 
11. Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh saksi Sutyas Aji dan Hendra 
Saputra beserta tim dari Reskrim Polres Klaten di Legokcile Pekalongan 
lalu di bawa ke Polres Klaten dan pada saat di gudang terdakwa ditembak 
oleh aparat kepolisian namun terdakwa tidak mengetahui siapa yang 
melakukannya. 
Sehingga di dalam kasus ini didapatkan barang bukti berupa antara 
lain: 
 
 
 
1. 1 (satu) unit spm Yamaha Mio, tahun 2010, warna merah marun, Nopol: 
AD-2707-EV, Noka: MH328D20BAJ352486, Nosin: 28D1352749, 
beserta kunci kontaknya; 
2. Uang sejumlah Rp. 486.000,00 (empat ratus delapan p[uluh enam ribu 
rupiah); 
3. 1 (satu) batang HP merek Nokia, warna merah, IMEI 
355220/05/869650/8 dan 355220/05/869651/4; 
4. 1 (satu) buah helm standart warna hitam, yang bertuliskan Honda TRX 3, 
yang telah disita dari saksi Legimin maka perlu ditetapkan agar 
dikembalikan kepada saksi Legimin; 
5. 1 (satu) buah cincin akik 
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta 
memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan. 
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh 
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: 
1. menyatakan terdakwa Doni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang 
mengakibatkan kematian sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 
365 ayat (3) KUHP sebagaimana diatur dan diandalam dakwaan primair 
Penuntut Umum. 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 13 (Tiga Belas) tahun 
dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah 
agar tetap ditahan 
 
 
 
Menimbang bahwa atas tuntutan dari penuntut umum tersebut 
terdakwa melalui penasehat hukumnya mengakjukan Nota Pembelaan 
(Pledoi) secara tertulis. 
Menimbang bahwa atas Nota Pembelaan (Pledoi) secara tertulis dari 
penasehat hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan 
tanggapan/repliknya secara tertulis. 
Menimbang bahwa atas tanggapan/replik Penuntut Umum tersebut 
Terdakwa melakui penasehat hukumnya menyampaikan tanggapan (duplik) 
secara lisan yang intinya tetap pada nota pembelaan (pledoi) semula. 
Setelah memperoleh fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis 
Hakim akan mempertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum yaitu primair 
sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (3) KUHP, subsidair sebagaimana 
diatur dalam pasal 365 ayat (1) KUHP. 
Bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut bersifat subsideritas maka 
majelis hakim mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu dan 
apabila dakwaan tersebut tidak terbukti maka akan mempertimbangkan 
dakwaan selanjutnya. 
Dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 
365 ayat (3) KUHP tersebut mengandung unsur-unsur pidana sebagai berikut: 
1. Barang siapa 
Barang siapa adalah manusia atau orang yang menjadi subjek 
hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam perkara ini 
 
 
 
terdakwa atas nama Doni sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan. 
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan 
orang lain 
Mengambil bisa diartikan membawa barang tersebut dari tempat 
asalnya ke tempat lain, jadi barang tersebut harus dapat diangkat dan 
dipindahkan. Barang bisa diartikan sesuatu yang harus bernilai. Dalam 
pertimbangan majelis hakim unsur ini dapat dibuktikan sebagai berikut: 
Pada saat terdakwa akan pulang ke Pekalongan ternyata tidak 
mempunyai biaya transportasi pulang ke Pekalongan dimana untuk 
perjalanan dibutuhkan sekitar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) 
sedangkan terdakwa hanya mempunyai uang Rp. 15.000,- (lima belas 
ribu rupiah). Terdakwa timbul niat untuk mengambil sesuatu milik orang 
lain tanpa hak dan saat itu terdakwa mempunyai inisiatif yang mana 
sasarannya adalah rumah saksi Legimin. Yang mana rumah tersebut sepi 
dan jauh dari tetangga serta terdakwa sudah mengetahui jika korban (istri 
saksi Legimin) menyimpan uang di kardus bekas sepatu karena 
seminggu sebelumnya pernah bekerja sebagai laden tukang batu.  
 Esok hari terdakwa mulai melakukan aksinya karena terdakwa 
melihat anak saksi Legimin sudah berangkat sekolah dan diikuti saksi 
Legimin berangkat ke pasar untuk belanja sedangkan korban Eni (istri 
dari saksi Legimin) sedang mencuci baju di belakang. Setelah melihat 
situasinya agak sepi lalu terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut 
 
 
 
melalui pintu depan dan terdakwa langsung menuju kamar anak korban 
dan di kamar tersebut terdakwa membuka almari anak korban kemudian 
terdakwa melihat ada uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) 
kemudian uang tersebut terdakwa kantongi. Selanjutnya terdakwa 
menuju kamar korban melihat tas kresek warna orange di gantung di 
samping kamar korban ada uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) 
kemudian terdakwa mengambil uang tersebut selanjutnya terdakwa 
kantongi. Selanjutnya terdakwa menuju ke toko rumah tersebut dan saat 
di dalam toko terdakwa melihat di dalam laci toko/kasir tersebut ada 1 
(satu) batang HP merk nokia warna merah dan uang sebesar Rp. 
300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mengambil sebuah 
helm standart warna hitan bertuliskan “HONDA TRX-3” yang ada di 
kamar dan terdakwa juga kunci motor yang ada diruang tamu, lalu 
terdakwa mengeluarkan sepeda motor yamaha mio tahun 2010, warna 
merah marun, nopol: AD 2707 EV dan dibawa pergi ke rumah terdakwa 
di Pekalongan, sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan. 
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum 
Bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” menurut Arrest Hoge 
Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang 
menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang tersebut berlawanan 
dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang 
tersebut misalnya: menjual, memakan, memakai, dan sebagainya. 
 
 
 
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan 
dipersidangan bahwa setelah mendapatkan uang dan barang-barang milik 
saksi Legimin dan korban Eni tersebut lalu sebagian besar Terdakwa 
gunakan untuk makan dan mentraktir makan teman-teman Terdakwa, 
sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan. 
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman 
kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau 
mempermudah pencurian atau dalam hal untuk menguasai barang yang 
dicuri 
Menurut penjelasan R. Soesilo sebagaimana diatur dalam pasal 
89 KUHP yang dimaksud dengan menggunakan kekerasan adalah 
mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara 
tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan berbagai 
senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. 
Dalam unsur ini merupakan alternatif jika salah satu unsur dapat 
dibuktikan maka perbuatan tersebut terbukti. Bahwa berdasarkan alat 
bukti yang diajukan dipersidangan bahwa setelah mengambil uang dan 
barang-barang milik saksi Legimin dan korban Eni, terdakwa ingat tas 
terdakwa yang berisikan baju terdakwa ketinggalan di kamar anak 
korban kemudian terdakwa menuju kamar anak korban untuk mengambil 
tas tersebut, setelah mengambilnya terdakwa keluar dari kamar tiba-tiba 
korban Eni melihat terdakwa lalu secara spontan terdakwa membungkam 
mulut korban Eni menggunakan tangan kiri terdakwa dan langsung 
 
 
 
membalikan badannya dan kembali membungkam mulutnya dengan 
menggunakan kedua tangan terdakwa hingga korban Eni teriak-teriak 
“tulung-tulung”, kemudian saat itu juga terdakwa langsung memukul 
korban Eni dengan keras menggunakan tangan kanan terdakwa dengan 
cara menggenggam mengenai kepala bagian belakang sebanyak 3 kali, 
dan pada saat terdakwa melakukan pemukulan tersebut terdakwa 
menggunakan mata akik terdakwa, saat terdakwa pukul posisi tangan kiri 
terdakwa masih membungkam mulut korban Eni lalu korban berontak 
dengan menggigit tangan terdakwa. Selanjutnya terdakwa mendorong 
korban Eni hingga terjatuh sehingga bagian mata korban tersebut 
terbentur lantai, saat terjatuh korban Eni masih sempat teriak “tulung-
tulung” dan karena panik terdakwa langsung mencekik korban Eni 
menggunakan tangan kiri terdakwa dengan posisi terdakwa diatas korban 
Eni hingga korban tersebut susah nafas dan terdakwa terus mencekik 
hingga korban kejang-kejang. Selanjutnya korban Eni, oleh terdakwa 
dipegang kakinya menggunakan kedua tangan terdakwa kemudian 
terdakwa seret masuk ke kamar kemudian terdakwa mengambil sebuah 
helm standart warna hitan bertuliskan “HONDA TRX-3” yang ada di 
kamar dan terdakwa juga kunci motor yang ada diruang tamu, lalu 
terdakwa mengeluarkan sepeda motor yamaha mio tahun 2010, warna 
merah marun, nopol: AD 2707 EV. Selanjutnya terdakwa meninggalkan 
rumah saksi Legimin dan langsung menuju ke Pekalongan. 
 
 
 
Menimbang, bahwa benar terdakwa melakukan kekerasan 
terhadap korban di ruang tengah dan setelah korban pingsan (kondisi 
korban masih kejang-kejang) terdakwa seret dan sembunyikan diruang 
kamar belakang dengan tujuan untuk menyembunyikan korban karena 
pintu belakang terbuka sehingga takut kelihatan dari luar, sehingga unsur 
ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan. 
5. Perbuatan mengakibatkan kematian 
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan 
dipersidangan bahwa setelah terdakwa pergi dari rumah saksi Legimin, 
tak lama setelah selesai belanja saksi Legimin pulang dan sesampainya 
di rumah saksi memikirkan motor yang saksi gunakan, kemudian saksi 
memanggil istri saksi yaitu korban Eni untuk minta bantuan menurunkan 
barang belanjaan tetapi tidak ada respon. Kemudian saksi turun sendiri 
untuk dimasukan ke dalam toko lalu setelah sholat dhuha saksi Legimin 
mempunyai perasaan yang tidak emak lalu saksi mengecek kamar anak 
saksi Legimin yang paling belakang (biasanya korban merias dikamar 
tersebut) lalu saksi terkejut menemukan korban saksi tergeletak dilantai 
dengan posisi tangan terlentang ke atas mata sedikit terlihat dan ada luka 
di bibir sebelah kiri dan tidak ada darah. Kemudian saksi Legimin 
spontan teriak-teriak minta tolong kepada warga sekitar, lalu datang 
saksi Mariyono kenudian korban dibopong keatas kasur dan setelah itu 
dibawa ke klinik Nova Medika , Wanglu, Trucuk, Klaten. Dan setelah 
 
 
 
sampai di klinik tersebut dari hasil pemeriksaan diketahui korban Eni 
sudah meninggal dunia. 
Menimbang, bahwa kemudian pada saat disucikan jenazah korban 
terdapat luka benjol di kepala dan bekas luka cekikan di leher, padahal 
sebelum kejadian tidak terdapat luka tersebut dan atas dasar itu lalu saksi 
Ponimin (kakak ipar saksi Legimin) melaporkan kejadian ke Polsek 
Trucuk. 
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa di 
persidangan bahwa terdakwa mengetahui jika seseorang dicekik lehernya 
bisa berakibat meninggal dunia dan terdakwa mengaku telah mencekik 
korban Eni sampai kejang-kejang, hal tersebut bersesuaian dengan 
Visum Et Repertum Nomor : 353/100/IV/14.32 tanggal 22 April 2016 
yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu Dr. Ninik Dwi Indarti, 
dokter pada Puskesmas Trucuk I Kab. Klaten. Dengan kesimpulan sebab 
kematian korban tidak dapat ditentukan karena hanya dilakukan 
pemeriksaan luar, kemungkinan akibat benturan benda tumpul pada 
kepala bagian atas belakang (7a). Untuk mengetahui sebab yang pasti 
perlu dilakukan pemeriksaan dalam. Akan tetapi pada poin 8 hasil 
pemeriksaan luar bagian leher diketahui jika terdapat luka dan teraba 
retak tulang, sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan. 
Selain pertimbangan hakim mengenai fakta dan keadaan yang 
diperoleh dari pemeriksaan di persidangan yang menjadi dasar penentuan 
 
 
 
kesalahan terdakwa, hakim juga harus mempertimbangkan keadaan yang 
memberatkan dan meringankan terdakwa hal ini berdasarkan Pasal 197 huruf 
f.  
1. Keadaan yang memberatkan 
a. Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban Eni Murtini 
meninggal dunia. 
b. Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Legimin; 
c. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat. 
2. Keadaan yang meringankan 
a. Terdakwa bersikap sopan di persidangan 
b. Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lag;i 
perbuatannya; 
c. Terdakwa belum pernah dihukum. 
Sehingga menurut penulis dalam pertimbangan hakim atas putusan 
perkara Nomor 140/Pid.B/2016/PN Kln diatas, hal tersebut sudah sesuai 
dengan mekanisme ketentuan yang sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan 
demikian terdakwa Doni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yng mengakibatkan 
kematian. Melanggar pasal 365 ayat (3) KUHP dan diputus dengan hukuman 
10 tahun penjara hal ini sudah cukup adil dan disini hakim dalam memutus 
cenderung ke pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim 
yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam 
 
 
 
persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus 
dimuat didalam putusan, hal ini mulai dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, 
keterangan terdakwa, keterangan saksi, dan barang bukti. 
 
B. Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan No. 140/ Pid. B/ 
2016/ PN. Kln Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan 
Yang Mengakibatkan Kematian 
Menurut fiqh jina>yah hukuman adalah bentuk balasan bagi seseorang 
yang atas perbuatannya melanggar ketentuan syara‟ yang ditetapkan Allah 
dan Rasul-Nya untuk kemaslahatan manusia.
4
 Hukuman ditetapkan demikian 
untuk memperbaiki individu menjaga masyarakat dan tertib sosial. Bagi Allah 
sendiri tidaklah akan memadharatkan kepadaNya apabila manusia di muka 
bumi ini melakukan kejahatan dan tidak akan memberi manfaat kepada Allah 
apabila manusia di muka bumi taat kapada-Nya.
5
 
Hukuman itu harus mempunyai dasar, baik dari al-Quran, hadis 
maupun lembaga legislatif yang mempunyai kewenangan menetapkan 
hukuman. Selain itu hukuman itu harus bersifat pribadi, artinya hanya 
dijatuhkan kepada yang melakukan kejahatan saja. Selain itu hukuman itu 
harus bersifat umum maksudnya berlaku bagi semua orang karena semua 
manusia sama dihadapan hukum.
6
  
                                                             
4 Makhrus Munajat, Fikih Jinayah, (Yogyakarta: Nawesea, 2110), hlm. 91 
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Menurut penulis perkara pencurian dengan kekerasan yang 
mengakibatkan kematian dalam putusan Nomor 140/Pid.B/2016/PN.Kln yang 
dilakukan terdakwa, dalam pandangan hukum pidana Islam dapat 
dikategorikan dengan jari>mah pencurian, jari>mah perampokan atau h}ira>bah 
dan juga jari>mah pembunuhan. Karena terdakwa telah melakukan pencurian, 
pencurian tersebut juga disertai dengan kekerasan kemudian dengan adanya 
kekekerasan tersebut mengakibatkan seseorang meninggal dunia. Untuk 
memperjelas apakah ketiga kategori tersebut sesuai atau tidak maka penulis 
akan menjelaskan dengan argumen sebagai berikut. 
Jika pertimbangan hakim dalam putusan tersebut dilihat dari tindak 
pidana pencurian (sari>qah) maka termasuk pencurian dengan hukuman h}ad, 
pencurian dengan hukuman h}ad dibagi menjadi dua, yaitu:  
3) Pencurian ringan )ىَرْغُّصا  َةقْر ِ سَلا( 
 َأ ًةَيْف  خ ِْيَْغْلا ِلاَم  ذْخَأ َيِهَف ىَرْغ صلا  َةقْر  سلاا َمَأف ِءاَفْخِتْس ِْلْأ ِلِْيبَس ىَلَع ْى  
Pencurian ringan adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara 
diam-diam, yaitu dengan jalan sembunyi-sembunyi. 
4) Pencurian berat )ىَرْ ب كْلا  َةقْر ِ سَلا( 
ا ا َمأل ِْيَْغْلا ِلاَم  ذْخَأ َيِهَف ىَرْ ب كْلا  َةق ْر ِس َِةَبلاَغ مْلا لِْيبَس ىَلَع  
Adapun pengertian pencurian berat adalah mengambil harta milik orang 
lain dengan cara kekerasan. 
 
 
 
Pencurian berat adalah pengambilan harta dilakukan dengan 
sepengetahuan pemilik harta tersebut tetapi tanpa kerelaannya, disamping itu 
terdapat unsur kekerasan didalamnya. Dalam istilah lain, pencurian berat ini 
disebut jari>mah h}ira>bah atau perampokan, dimasukkannya perampokan 
kedalam kelompok pencurian, disebabkan dalam perampokan terdapat segi 
persamaan dengan pencurian, yaitu sekalipun karena jika dikaitkan dengan 
pemilik barang, perampokan itu dilakukan dengan terang-terangan, namun 
jika dikaitkan dengan pihak penguasa atau petugas keamanan perampokan 
tersebut dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi.
7
 
Dari perbedaan pendapat para ulama dalam mendefinisikan tentang 
jari>mah perampokan (h{ira>bah) melihat kasus ini lebih condong dengan 
pendapat Hanafiyah, bahwa h{ira>bah adalah keluar untuk mengambil harta 
dengan jalan kekerasan yang realisasinya menakut-nakuti orang yang lewat di 
jalan, atau mengambil harta, atau membunuh orang.
8
  
Mengenai hukuman tindak pidana h}ira>bah sudah dijelaskan oleh 
syara‟ dan terdapat dalam surat al-Maidah ayat 33. 
                                  
                               
            
Artinya: 
Sesungguhnya hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-
Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, mereka dibunuh atau disalib 
atau dipotong tangandan kakinya secara bersilang atau di buang dari negeri 
                                                             
7 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam…, hlm. 82. 
8 Ibid., hlm. 94. 
 
 
 
tempat mereka tinggal. Yang demikian itu sebagai penghinaan bagi mereka 
di dunia dan akhirat mereka mendapat siksaan yang besar. Kecuali orang-
oramg yang bertaubat sebelum kamu dapat menguasai mereka, maka 
ketahuilah bahwa Allah maha pengampun, maha penyayang. (Q.S. Al-
Maidah: 33). 
 
Para ulama berbeda pendapat tentang hukuman untuk jari>mah 
h}ira>bah. Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi‟i, Imam Ahmad, dan Syiah 
Zaidiyah, hukuman untuk pelaku perampokan itu berbeda-beda sesuai dengan 
perbuatannya.
9
 Sebagaimana telah diuraikan di atas. Bentuk-bentuk jari>mah 
h}ira>bah itu ada empat macam, yaitu :10 
e. Menakut-nakuti orang yang lewat, tanpa membunuh dan mengambil 
harta; 
f. Mengambil harta tanpa membunuh; 
g. Membunuh tanpa mengambil harta; 
h. Mengambil harta dan membunuh orangnya. 
Menurut mereka, untuk masing-masing perbuatan tersebut diterapkan 
hukuman tertentu yang diambil dari alternatif hukuman yang tercantum dalam 
Surah al-Maidah ayat 33.  
Menurut Imam Malik dan Z}a>hiriyah, hukuman untuk pelaku 
perampokan itu diserahkan kepada hakim untuk memilih hukuman mana 
yang lebih sesuai dengan perbuatan dari alternatif hukuman yang tercantum 
dalam Surah al-Maidah ayat 33 tersebut. Hanya saja Imam Malik membatasi 
pilihan hukuman tersebut untuk selain pembunuhan. Untuk tindak pidana 
pembunuhan maka pilihannya hanya dibunuh dan disalib. Sementara 
                                                             
9 H.A. Djazuli, Fiqh Jinayah…, hlm. 89. 
10 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam…, hlm. 99. 
 
 
 
Z}a>hiriyah memberikan kebebasan penuh kepada hakim untuk memilih 
hukuman apa saja yang sesuai menurut pandangannya dengan perbuatan apa 
pun dari keempat jenis perbuatan tersebut.
11
 
Adapun yang menjadi perbedaan tersebut adalah perbedaan 
penafsiran para ulama terahadap huruf aw ( َْوا) yang terdapat dalam Surat al-
Maidah ayat 33, yang berbunyi: 
                        
                             
     ....     
Artinya: 
Sesungguhnya pembalasan terhadap orang orang yang memerangi Allah dan 
Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka 
dibunuh, atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan 
berimbal balik atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya)…. (Q.S. Al-
Maidah: 33).
12
 
 
Jumhur ulama berpendapat bahwa huruf aw ( َْوا) dalam ayat tersebut 
dimaksudkan untuk bayan (penjelasan) dan tafs}il (rincian).13 Dengan 
demikian, menurut mereka hukuman-hukuman tersebut diterapkan sesuai 
dengan berat ringannya perbuatan (jari>mah) yang dilakukan oleh pelaku 
perampokan.  
                                                             
11 Ahmad Syarif Abdillah, “Hukuman Bagi Pelaku …, hlm. 291. 
12 T.M. Hasbi Ash-Shiddiqi, dkk., Al-Quran dan Terjemahanya, (Madinah: Maujamma‟ 
Khadim Al-Haramain, 1411), hlm. 164. 
13 H.A. Djazuli, Fiqh Jinayah…, hlm. 89. 
 
 
 
Imam Malik dan Z}a>hiriyah berpendapat bahwa huruf aw ( َْوا) dalam 
Surah al-Maidah ayat 33 dimaksudkan untuk takhyir (pilihan) dengan 
demikian, menurut mereka ayat tersebut mengandung arti bahwa hakim diberi 
kebebasan untuk memilih hukuman yang dipandangnya paling tepat dan 
sesuai dengan jenis jari>mah perampokan yang dilakukan oleh pelaku.14 Hanya 
saja Imam Malik membatasi pemilihan hukuman untuk tindak pidana 
pembunuhan, anatara hukuman mati dan salib. Alasannya adalah karena pada 
awalnya setiap pembunuhan hukumannya adalah dibunuh (hukuman mati), 
sehinnga tidaklah tepat apabila tindak pembunuhan dalam perampokan 
dihukum dengan potong tangan dan kaki atau pengasingan. Sementara 
Z}a>hiriyah dalam menerapkan ayat tersebut menganut khiyar mutlak sehingga 
hakim diberi kebebasan penuh untuk memilih hukuman-hukuman tersebut, 
guna diterapkan pada jenis perbuatan perampokan yang dilakukan oleh 
pelaku. 
Sesuai dengan jenis perbuatan perampokan sebagaimana telah 
disebutkan di atas, dalam pertimbangan hakim atas putusan nomor 
140/Pid.B/2016/PN.Kln maka menurut pendapat penulis perbuatan tersebut 
sesuai dengan jari>mah h}ira>bah yang kategori keempat yaitu hukuman untuk 
membunuh dan mengambil harta, tidak sesuai dengan jari>mah pencurian 
biasa karena perbutaan dalam putusan tersebut tindak pidana pencurian 
                                                             
14 Makhrus Munajat, Fikih Jinayah…, hlm. 125. 
 
 
 
desertai dengan kekerasan maka hukumannya lebih berat dari pada pencurian 
biasa. 
Apabila pelaku perampokan membunuh korban dan mengambil 
hartanya menurut Imam Syafi‟i, Imam Ahmad, Syi‟ah Zahidiyah, Imam Abu 
Yusuf, dan Imam Muhammad dari kelompok Hanafiyah, hukumannya adalah 
dibunuh (hukuman mati) dan disalib, tanpa dipotong tangan dan kaki.  
Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa dalam kasus ini 
hakim diperbolehkan untuk memilih dari salah satu dari tiga alternatif 
hukuman yaitu apakah dipotong dulu tangan dan kakinya secara bersilang, 
kemudian dihukum mati dan disalib, kedua, dihukum mati saja tanpa disalib 
dan tanpa potong tangan dan kaki secara silang, dan ketiga, disalib kemudian 
dibunuh.
15
 
Penerapan hukuman potong tangan dan kaki yang dikaitkan dengan 
pengambilan harta dalam kasus yang keempat ini, tentu saja berkaitan dengan 
persyaratan nishab yang rinciannya telah dijelaskan dalam syarat syarat 
jari>mah h}ira>bah. Terlepas dari terpenuhi atau tidaknya persyaratan nishab 
yang menjadi bahan pembicaraan para ulama, dilihat dari teori penyerapan, 
sebenarnya hukuman mati menyerap hukuman-hukuman lain yang lebih 
ringan, termasuk hukuman potong tangan dan kaki. Dengan demikian, 
pendapat jumhur yang hanya menetapkan hukuman mati dan salib, tanpa 
                                                             
15 H.A. Djazuli, Fiqh Jinayah…, hlm. 91. 
 
 
 
menyertakan potong tangan dan kaki, menurut penulis merupakan pendapat 
yang tepat.
16
 
Teknik dan cara hukuman salib juga diperselisihkan oleh para ulama. 
Menurut Imam Syafi‟i dan Imam Ahmad, hukuman salib dilaksanakan 
setelah orang yang terhukum dikenakan hukuman mati dengan demikian, 
orang yang terhukum disalib dengan keadaan sudah mati. Alasan mereka 
adalah menurut redaksi Surah al-Maidah ayat 33, hukuman mati disebutkan 
terlebih dahulu sebelum hukuman salib. Oleh karena itu, pelaksanaannya juga 
harus sesuai dengan urutan yang disebutkan ayat tersebut.  
Menurut pendapat yang kuat di kalangan mazhab Maliki, hukuman 
mati dilaksanakan setelah penyaliban. Dengan demikian, menurut pendapat 
ini orang yang terhukum disalib dalam keadaan hidup, baru kemudian ia 
dibunuh dalam keadaan disalib. Alasan mereka adalah bahwa hukuman salib 
merupakan salah satu jenis hukuman, dan hukuman tidak dapat dikenakan 
kepada orang yang sudah mati. Oleh karena itu, orang yang terhukum harus 
disalib pada saat ia masih hidup.
17
 
Lamanya penyaliban juga tidak ada ketentuan yang pasti dan oleh 
karenannya para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Menurut Hanabilah 
lamanya penyaliban itu tergantung pada penyebarluasan berita penyaliban itu 
dikalangan masyarakat. Akan tetapi menurut Syafi‟iyah dan Hanafiyah, 
penyaliban itu dibatasi maksimal hanya tiga hari. Pembatasan waktu 
penyaliban sampai tiga hari merupakan pendapat yang tepat, karena manusia 
                                                             
16 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam…, hlm. 103. 
17 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam…, hlm. 103. 
 
 
 
yang telah meninggal dunia apabila lebih dari tiga hari, ia akan membusuk, 
dan hal ini tentu saja akan menimbulkan gangguan dan bahaya bagi manusia 
yang masih hidup yang ada di sekitarnya.
18
 
Sedangkan dalam pertimbangan hakim tersebut jika dilihat dari 
jari>mah qis}a>s}, ulama fiqih membedakan jari>mah pembunuhan menjadi tiga 
kategori, pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja dan 
pembunuhankarena kesalahan. 
Pembunuhan sengaja adalah suatu pembunuhan di mana pelaku 
perbuatan tersebut sengaja melakukan suatu perbuatan dan dia menghendaki 
akibat dari perbuatannya, yaitu matinya orang yang menjadi korban. Sebagai 
indikator dari kesengajaan untuk membunuh tersebut dapat dilihat dari alat 
yang digunakannya.
19
 
Menurut Imam Syafi‟i dan Imam Ahmad mensyaratkan alatnya yaitu 
alat yang biasa digunakan untuk membunuh, sekalipun tidak melukai. Alat 
yang digunakan untuk membunuh itu ada tiga macam, yaitu: 
1. Alat yang umumnya dan secara tabiatnya dapat digunakan untuk 
membunuh seperti pedang, tombak, dan sebagainya. 
2. Alat yang kadang-kadang digunakan untuk membunuh, sehingga jarang 
mengakibatkan kematian seperti cambuk, tongkat. 
3. Alat yang jarang mengakibatkan kematian pada tabiatnya, seperti 
menggunakan tangan kosong.  
                                                             
18 Ibid., hlm. 104. 
19 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam…, hlm. 140. 
 
 
 
Dari sisi ini jika alat yang digunakan berupa alat dari jenis ketiga, maka 
pembunuhannya dapat dikategorikan sebagai pembunuhan kesalahan.
20
 
Pembunuhan karena kesalahan adalah pembunuhan yang terjadi tanpa 
maksud melawan hukum, baik dalam perbuatanmaupun objeknya.
21
 
Unsur-unsur pembunuhan karena kesalahan yaitu adanya perbuatan 
yang mengakibatkan matinya korban, perbuatan tersebut terjadi karena 
kesalahan (kelalaian) pelaku, antara perbuatan kekeliruan dan kematian 
korban terdapat hubungan sebab akibat.
22
  
Hukuman untuk pembunuhan karena kesalahan yaitu hukuman 
pokoknya diat dan kifarat dan hukuman tambahannya penghapusan hak waris 
dan wasiat. 
Menurut penulis dalam putusan nomor 140/Pid. B/2016/PN. Kln 
tersebut sesuai dengan jari>mah pembunuhan karena kesalahan, dengan 
melihat alat yang digunakan untuk membunuh. Hal ini sesuai dengan 
pendapat Imam Syafi‟i dan Imam Ahmad bahwa beliau mensyaratkan alatnya 
yaitu alat yang biasa digunakan untuk membunuh yang jarang mengakibatkan 
kematian pada tabiatnya, seperti menggunakan tangan kosong. Maka dapat 
dikenai hukuman pokok diat dan kifarat dan hukuman tambahan penghapusan 
hak waris dan wasiat. 
Kasus yang terjadi dalam putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 
140/Pid. B/2016/PN. Kln tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan 
                                                             
20 H.A. Djazuli, Fiqh Jinayah…, hlm. 130 
21 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah …, hlm. 178. 
22 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam…, hlm. 146. 
 
 
 
yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh terdakwa Doni. Bahwa 
terdakwa beragama Islam maka terdakwa dapat dihukum dengan hukum 
Islam. Perbuatan terdakwa sesuai dengan jari>mah h}ira>bah, hukuman untuk 
jari>mah h}ira>bah itu berbeda-beda sesuai dengan perbuatannya.  
Adapun yang menjadi perbedaan tersebut adalah perbedaan 
penafsiran para ulama terahadap huruf aw ( َْوا) yang terdapat dalam Surat al-
Maidah ayat 33. Pendapat jumhur ulama bahwa huruf aw ( َْوا) dalam ayat 
tersebut diartikan dengan ketentuan apabila seseorang mengambil harta tanpa 
membunuh maka dihukum dengan potong tangan, apabila mengambil harta 
dan membunuh maka hukumannya dibunuh.  
Sedangkan menurut pendapat Imam Malik dan Z}a>hiriyah bahwa 
huruf aw ( َْوا) dalam Surah al-Maidah ayat 33 dapat diartikan bahwa hakim 
diberi kebebasan untuk memilih hukuman yang dipandangnya paling tepat 
dan sesuai dengan jenis jari>mah perampokan yang dilakukan oleh pelaku.  
Maka melihat putusan Nomor 140/Pid. B/2016/PN. Kln pendapat 
yang sesuai yaitu pendapatnya Imam Malik dan Z}a>hiriyah yaitu hukumannya 
diserahkan kepada hakim. Dalam hal ini jika hukuman diserahkan oleh hakim 
maka hukuman yang tepat dalam Surah al-Maidah ayat 33:  
...       ...     
Artinya: 
…atau diasingkan dari tempat kediamannya…. (QS. Al-Maidah :33) 
 
 
 
 
Pengertian pengasingan (an-nafyu) tidak ada kesepakatan dikalangan 
para ulama. Menurut Malikiyah, pengertian pengasingan (an-nafyu) dengan 
dipenjarakan, tetapi tidak selalu di luar daerah terjadinya perampokan. 
Pendapat yang rajih dalam mazhab Syafi‟i mengartikan pengasingan (an-
nafyu) dengan penahanan (al-habs), baik di daerahnya sendiri, tetapi lebih 
utama di daerah lain. Imam Ahmad berpendapat bahwa pengertian 
pengasingan (an-nafyu) adalah pengusiran pelaku dari daerahnya, dan ia tidak 
diperbolehkan kembali sampai ia jelas telah bertaubat.
23
 
Lamanya penahanan menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan 
Imam Syafi‟i tidak terbatas. Artinya, tidak ada batas waktu tertentu untuk 
penahanan seorang pelaku perampokan. Oleh karena itu, ia tetap dipenjara 
sampai ia betul-betul bertaubat, dan tingkah lakunya menjadi baik. Pendapat 
itu merupakan pendapat yang rajih di kalangan Hanabilah. Sebagian ulama 
Hanabilah berpendapat bahwa masa pengasingan untuk pelaku perampokan 
adalah satu tahun, dengan mengiyaskannya kepada hukuman dalam jari>mah 
zina. 
                                                             
23 Ahmad Syarif Abdillah, “Hukuman Bagi Pelaku …, hlm. 288 
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      BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada 
bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pertimbangan hakim atas putusan perkara Nomor 140/Pid.B/2016/PN 
Kln, hal tersebut sudah sesuai dengan mekanisme ketentuan yang 
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana. Dengan demikian terdakwa Doni terbukti secara 
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan 
kekerasan yng mengakibatkan kematian. Melanggar pasal 365 ayat (3) 
KUHP dan diputus dengan hukuman 10 tahun penjara. 
2. Dalam perspektif hukum pidana Islam terhadap perkara Nomor 140/ Pid. 
B/ 2016/ PN tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang 
mengakibatkan kematian, perbuatan tersebut termasuk jari>mah h}ira>bah. 
Hukumannya adalah pengasingan atau penjara melihat kesesuaiannya 
dari pendapat-pendapat ulama. Pendapat yang sesuai yaitu pendapatnya 
Imam Malik dan Z}a>hiriyah yaitu hukumannya diserahkan kepada hakim.  
B. Saran 
1. Majelis hakim dalam memutus perkara seharusnya dengan hukuman 
maksimal karena perbuatan dalam Pasal 365 ayat 3 KUHP tentang tindak 
pidana pencurian dengan kekerasan tersebut merupakan perbuatan yang 
dapat menghilangkan nyawa maka dihukum dengan hukuman berat.  
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2. Memasukkan hukum pidana Islam di negara Indonesia saat ini, pastinya 
sudah saatnya diberlakukan karena dengan hukum Islam yang ditegakkan 
maka sedikit banyaknya kejahatan maupun pelanggaran bisa berkurang 
dan bisa menimbulkan efek jera bagi setiap pelaku tindak pidana, karena 
dalam hukum positif hukumannya sudah tidak menimbulkan efek jera 
bagi pelakunya. 
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